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BARI 

PENDAHULUAN 

1. Permasalahan: Latar 8elakang dan Rumusannya 

Negara Indonesia adalah negara yang kini sedang mengalami proses 

pembangunan, yang diharapkan akan menghasilkan pencapaian cita-cita bangsa 

Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata 

materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Untuk melaksanakan suatu bentuk pembangunan yang baik, maka perlu 

adanya konsep dan rencana yang matang. Pembuatan rencana pembangunan yang 

terperinci dan matang akan lebih memudahkan dalam merealisasikan 

pembangunan tersebut. Selain itu konsep pembangunan ini juga harus dituangkan 

di dalam arahan pelaksanaan pembangunan yang di Indonesia tertuang dalam 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

Pembangunan yang sekarang kita jalani ini mempunyai misi ekonomi 

yaitu pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional dengan 

mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme 

pasar yang berkeadilan berbasis pad a sumber daya alam dan sumber daya manusia 

yang produktif, mandiri , maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan. Hal tersebut diatur dalam Ketetapan Majelis Pennusyawara tan 

Rakyat (MPR) Nomor IV/MPRII999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) Bab III Misi , angka 7. 
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Tentunya misi ekonomi di atas perlu didukung oleh suatu kebijakan 

pemerintah. Salah satunya adalah mewujudkan perbankan nasional dan 

perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil dan efisien dalam melayani 

masyarakat dan kegiatan perekonomian, dengan cara mempercepat rekapitalisasi 

sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan 1. 

Akhir-akhir ini lembaga perbankan menjadi perhatian yang amat serius. 

Terlebih perbankan dianggap sebagai penyebab utama dari krisis ekonomi yang 

terjadi saat ini di Indonesia. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada 

perbankanpun menjadi berkurang. Kebijakan pemerintah yang kurang tepat 

dimulai ketika adanya paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan bank baru dan memberikan 

kemudahan bagi bank-bank yang telah ada untuk membuka kantor-kantor 

Setiap kegiatan bisnis yang menggerakkan sejumlah modal tidak terlepas 

kaitannya dengan perkreditan. Maka bank-bank pun mel uaskan ekspansi pasarnya 

dengan cara memberikan kredit kepada masyarakat dengan mengabaikan 

ketentuan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) . Dengan adanya tindakan 

bank tersebut menyebabkan perputaran dana terhambat sehingga kegiatan 

perekonomian menjadi tidak berjalan, karena di satu sisi perbankan mengalami 

1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV/MPRJ1999 Bab IV Arah 
Kebijakan Ekonomi, angka 24. 

2 Keputusan Menteri Keuangan RI No. I061/KMK.OO/l 988 dan No. I0641KMK.OO/l988 
tanggal 27 Oktober 1988. 
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kerugian karena dana yang dipinjamkan debitur3 tidak kembali dan disisi lain 

debitur pun kehilangan modal untuk usahanya. 

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pengertian kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. 

Kesulitan pengembalian utang oleh debitur mengakibatkan terjadinya 

kredit bermasalah. J umlah kredit maeet di Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

(BPPN) senilai 217 triliun rupiah, dan baru terselesaikan satu persen saja. Yang 

terdiri dari dua kelompok besar yaitu utang perusahaan-perusahaan besar 

(corporate loan) senilai 177 triliun rupiah, dan sisanya utang pengusaha keeil dan 

menengah4
. Kredit Bermasalah mengakibatkan pendapatan bank menurun dan 

bahkan tidak mempunyai pendapatan sarna sekali . Hal tersebut juga dikarenakan 

tidak meneukupinya agunan yang diberikan oleh debitur yang jumlahnya lebih 

keeil dari jumlah kredit yang diberikan oleh bank. 

Untuk mewujudkan perbankan yang sehat, maka bank harus benar-benar 

menjalankan ketentuan pemberian kredit yang baik antara lain adalah syarat 

3 Pengertian Debitur menurut UU No. 42 Tahun J 999 adalah pihak yang mempunyai 
utang karena perjanjian at au undang-undang. 

4 Fadjar Adrianto dan Eko Edhi Caroko. Lama-Lama Bisa Menular ke mana-mana. 
WWw.\-Vdllad.unurni .con l. 
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adanya agunan/jaminan sesuai dengan analisis kredit yang tepat. Jaminan ini 

digunakan sebagai upaya hukum terakhir dari pemenuhan pembayaran utang. 

Sedangkan nilai dari jaminan tersebut adalah 2 : 1 dan minimal adalah 1,5 : 15. 

Yang berarti bahwa nilai dari jaminan harus lebih besar dari jumlah utang. 

Hal ini sesuai dengan penje\asan pasal 8 Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1998 bahwa untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk 

dapat melunasi utangnya, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan 

penilaian yang seksarna terhadap watak, kernampuan, modal, agunan, dan prospek 

usaha dari debitur. 

Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pernbangunan rnernerlukan fasilitas 

kredit dengan persyaratan adanya jaminan yang menyertai pemberian kredit 

tersebut, demi keamanan modal dan kepastian hukum baf,l"] pihak kreditur.6 

Menurut pasal 1131 Burgelijk Wetboek (BW) bahwa seluruh halia kekayaan 

debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada rnaupun 

yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perutangannya. Sebagai 

jarninan yang diberikan secara urn urn rnaka hal tersebut rnerugikan kreditur. 

Karena sesuai dengan pasal 1] 32 BW bahwa benda-benda tersebut rnenjadi 

jaminan bersama bagi sernua kreditur dan hasil penjualannya dibagi-bagi 

5 M.Yahya Harahap. Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum, Buku Kesatu . 
Citra Aditya Bakti, Bandung, J 997, hal. 236. 

6 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan 
Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Fakultas Hukum 
Universitas Gajah Mada Bulaksumur. Yogyakarta, 1977(Selanjutnya disebut Sri Soedewi 
Masjchoen Sofwan I). hal 7. 
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seimbang dengan besarnya piutangnya masing-masing7
. Kedudukan kreditur 

hanya sebagai kreditur konkuren. 

Jaminan yang lainnya adalah Jamman yang bersifat khusus yang 

inerupakan jaminan dalam bentuk penunjukkan atau penyerahan barang tertentu 

secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan utang debitur kepada kreditur 

tertentu, yang berlaku untuk kreditur tersebut, baik secara kebendaan maupun 

perorangan8
. Jaminan yang bersifat kebendaan yakni hipotek, gadai, hak 

tanggungan dan fidusia. Fidusia (Fiduciaire Eigendoms Overdrachf) yang bila 

dibandingkan dengan lembaga jaminan lain, seperti gadai dan hak tanggungan, 

maka fidusia mempunyai keuntungan yang harus lebih dikembangkan dalam 

pelaksanaannya agar memacu pertumbuhan dan perbaikan ekonomi di lndonesia. 

Keuntungan fidusia adalah barang milik debitur tetap dalam penguasaan 

debitur. Bagi bank pun tidak perlu untuk menyimpan barang jaminan di suatu 

penyimpanan khusus dan tentunya hal tersebut dapat · menghemat biaya 

operasional bank. 

Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk membentuk Undang-undang 

yang dapat menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar 

maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia9
. Dengan diundangkan Undang-undang tersebut, maka lembaga jaminan 

7 Ibid, hal 12. 

8Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani . Jaminan Fidusia. RajaGrafindo Persada,lakarta, 
2000, hal. 75 . 

9 Selanjutnya Undang-undang Nomar 42 Tahun 1999 ten tang Jaminan Fidusia aleh 
penulis disebut Undang-undang Jaminan Fidusia 
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fidusia mendapatkan kepastian hukum. Sebelum adanya Undang-undang ini 

jaminan fidusia tumbuh melalui yurisprudensi yang juga berasal dari 

yurisprudensi negeri Belanda 10. 

Menurut Undang-undang Jaminan Fidusia (UUJF) tersebut fidusia adalah 

hak pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 

penguasaan pemilik benda. 

Sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia 

pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap 

berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

terhadap kreditur lainnya. 

Menurut Undang-undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia adalah orang 

perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia . 

Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang 

mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. 

Dengan Undang-undang Jaminan Fidusia ini diharapkan memberikan satu 

bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak kreditur atau 

10 Sutan Remy Sjahdeini, Perkembangan Hukum Nasional dalam PerspektifHuku111 
Ekonomi. Surabaya 1998. 
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penenma fidusia dan debitur atau pemberi fidusia . Hal yang menarik dari 

Undang-undang ini juga adalah adanya pengaturan mengenai pendaftaran fidusia 

bagi obyek jaminan fidusia, tennasuk mengenai benda persediaan. 

Untuk itulah penulis mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas 

berkaitan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah pengaruh ketentuan tentang pendaftaran fidusia yang 

diperuntukkan bagi benda persediaan terhadap perkembangan jaminan 

fidusia dan sejauh manakah ketentuan-ketentuan tersebut dapat 

dilaksanakan dalam praktek perbankan ? 

b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian 

jaminan fidusia dikaitkan dengan pengawasan terhadap agunan dan 

akibat yang timbul terhadap perjanjian jaminan fidusia yang dibuat 

dalam hal dilakukannya fidusia ulang atas obyek jaminan fidusia oleh 

pemberi fidusia ? 

2. Penjelasan Judul 

Judul skripsi yang saya buat adalah ··Perjanjiall Kredit dengan Jaminan 

Fidusia dalam Kegiatan Perbankan" dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Perjanjian Kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Peru bah an Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjarn antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
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Jaminan Fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan 

yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada daIam 

penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang lertenlu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidllsia 

terhadap kreditur lainnya. 

Perbankan menurut Undang-lindang Nomor 10 Tahun 1998 adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tcntang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Adapun makna keseluruhan adaiah hasil melihat dan memperhatikan Perjanjian 

Kredit dengan Jaminan Fidusia sebagai salah satu hak jaminan kebendaan dalam 

praktek perbankan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. 

3. Alasan Pemilihan Judul 

a. Perjanjian kredit menarik untuk diteliii dan dibahas mengingat fungsinya 

yang sangat vitai daIam proscs pcmberian dana kcpada debitur. Namun 

dalam kenyataannya timbul kredit bermasalah yang sangat besar yang 

membuat perekOnOll1!an indonesIa menJadl tldak bel]alan. Hal tersebut 

dikarenakan masih adanya kesalahan dalam meiakukan anaiisis kredit 

terutama padajaminan yang dibcrikan oleh debitur. 

b. Krisis ekonomi yang telah berlangsung cukup lama ini telah mcmbuat 

perbankan menjadi tidak sehat. Termasuk jaminan dari debitur yang tidak 
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mencukupi pengembalian utang sebagai faktor yang mendukung suatu 

perbankan yang tidak sehat. 

c. Fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan yang menguntungkan bagi 

para pihak. Terutama setelah diundangkannya Undang-undang Jaminan 

Fidusia, maka fidusia telah mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam 

hukum positif eli Indonesia. Namun demikian menarik untuk diteliti 

mengenai hambatan-hambatan yang ada dalam praktek sehingga fidusia 

belum begitu meluas penggunaannya. Diharapkan fidusia dapat 

berkembang lebih cepat bahkan setara dengan hak tanggungan. 

Berkenaan dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh 

dengan mengambil judul skripsi : 

'~PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM 

KEGIATAN PERBANKAN" 

4. Tujuan Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Mengetahui mengenai pengaruh dari keluarnya ketentuan tentang 

pendaftaran fidusia bagi benda persediaan berdasarkan Undang-undang 

Jaminan Fidusia terhadap perkembangan Jamman fidusia dan dapat 

memperoleh gambaran serta memahami kesiapan perbankan dalam 

menghadapi ketentuan tersebut. 

b. Mengetahui mengenai bentuk pengawasan bank terhadap benda jamwan 

dan kesulitannya dan mengetahui mengenai akibat yang terjadi terhadap 
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perjanjian jaminan fidusia daiam hal dilakukannya fidusia ulang oieh 

pemberi fidusia atas obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan penerima 

fidusia. Dihubungkan dengan dapat dibatalkan atau batal demi hukum 

perjanjian tersebut. 

5. Metodoiogi Penulisan 

a. Pendekatan Masalah 

Metode yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah metode deskriptif anal isis, yaitu suatu gambaran mcngcnai pelaksanaan 

perjanjian kredit dengan jaminanfidusia dalam kegiatan perbankan dikaitkan 

dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis nonnatifyaitu membandingkan 

an tara peraturan perundang-undangan yang berlaku dcngan fakta di lapangan. 

b. Sumber Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan 

ini mcmpergunakan dua cara, yaitu : 

I) Sumber Data Primer (Field Research) 

Yaitu melakukan penelitian secara langsung ke instansi-instansi yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti . 
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2) Sumber Data Sekunder (Ubrary Research) 

Yaitu tehnik pengumpulan data melalui kepustakaan dengan cara 

mempelajari dan membaca buku-buku, majalah-majalah, surat-surat kabar, 

catatan kuliah maupun data atau kepusiakaan lain yang berhubungan 

dengan masalah-masalah yang akan diuraikan. 

c. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan melalui pengamatan di 

lapangan, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkcpentingan dan 

melakukan penelitian studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan. 

d. Analisis Data 

Analisis Data dilakukan dengan cara dianalisa secara deskriptip 

komparatif. Deskriptif yaitu menguraikan secara umum dan mengklasifikasikan 

data. Komparatif yaitu dengan membandingkan antara teori-teori yang ada, 

peraturan perundang-undangan dan fakta yang ada di lapangan untuk kemudian 

ditarik suatu kesimpulan. 

6. Pertanggungjawaban Sistematika 

Dalam penulisan skripsi akan dibagi ke dalam empat bab yang berturut

turut membahas hal-hal sebagai berikut : 
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Bab pertama yang merupakan bab pendahuluan akan membicarakan 

materi penjelasan secara garis besar dari permasalahan yang ada dan merupakan 

pengantar untuk mengetahui dan memahami isi skripsi . 

Bab kedua akan membahas mengenai peIjanjian kredit yaitu dengan 

melihat bentuk, tujuan dan azas atau hal-hal yang berhubungan dengan kredit. Hal 

ini perlll dipahami dulu agar dapat dipcrolch pengertian, pemahaman, dan 

gambaran umum mengenai kredit yang diberikan oleh perbankan. Kemudian 

membahas mengenai jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan yang 

menguntungkan. Yang salah satunya adalah adanya ketentuan untuk melakukan 

pendaftaran fidllsia. Namun timblillah permasalahan mengenai bagaimanakah 

pendaftaran fidusia terhadap obyek jaminan khususnya barang persediaan dan 

hambatan yang ada berkenaan dengan benda persediaan tersebllt 

Bab ketiga membahas mengenai adanya pengawasan oleh bank terhadap 

benda jaminan khususnya benda persediaan yang dikaitkari dengan pendaftaran 

jaminan fidusia akan mengalami kesulitan . Dan juga dilakukannya fidusia ulang 

oleh pemberi fidusia atas obyek jaminan fidusia. Sebagaimana diketahui bahwa 

terdapat resiko yang terjadi atas barang yang dijaminkan. Termasuk perbuatan 

debitur melakukan fidusia ulang atas obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan 

dan persetujuan kreditur pertama. Yang menjadi pennasalahan perlindungan 

hukum yang bagaimana yang dapat diterapkan terhadap hal-hal tersebut dan 

akibat apakah yang tcrjadi tcrhadap pc~ianjian jaminan fidusia tcrscbut dcngan 

dilakukannya fidusia ulang oleh pemberi fidusia . 
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Bab empat merupakan bagian penutup dan berisi kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari pennasalahall dan saran yang merupakan pendapat dari 

penulis yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan 

pennasaiahan tersebut. 

Dengan demikian penulisan skripsi ini menjadi sistematis dan beruntun 

karena an tara bab yang satu dengan yang lain saling berkait dan merupakan satu 

kesatuan. Sehingga maksud. tujuan serta topik yang dibicarakan menjadi jeias dan 

mudah dimengerti oleh siapapun yang membacanya. 
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KREDIT DENGAN ~JAMJNAN FJDUSJA 

1. Pemberian Kredit 

a. lIakekat Perjanjian Kredit 

Sebagaimana diketahui pertumbuhan ekonomi dan adanya kebutuhan 

pelaku usaha untuk menjalankan usahanya membutuhkan dana yang sangat besar. 

Dan adanya penyiapan modal yang akan diberikan kepada pelaku usaha tersebut 

maka timbullah perjanjian kredit. 

Mengacu pada Bab III BW maka pengertian perjanjian kredit tidak dapat 

ditemukan, termasuk hubungan hukum yang ada dalam peIjanjian kredit. Sesuai 

dengan pendapat Sutan Rerny Sjahdeini : 

"Dalam BW ternyata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus 
atau lernbaga perjanjian khusus yang narnanya perjanjian kredit bank. 
Oleh karena itu penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank 
dan nasabah dcbitur, yang discbut pcrjanjian krcdit bank itu, harus digali 
dari sumber-swnberdi luar BW"I I. 

Marhainis Abdul Hay berpendapat bahwa perJanjlan kredit mendekati 

pada pengertian pe~JanJIan ptnJam mengganti sehingga ketentuan · perJanJlan 

pinjam mengganti dalam nab XIII buku 11I nw dapat digunakan dalam sengketa 

perjanjian kredit. 

Pendapat dari Mariam Darus Badrulzaman bahwa perJanJlan kredit 

merupakan perJanjlan pendahuluan (voorovereenkomsl) daTi penyerahan uang, 

II Sutan Remy Syahdeini . Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi 
Para Pihak dalam Perianjian Kredit Bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993 
(Selanjutnya disebut Sutan Remy Sjahdeini I). hal 115. 
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yakni adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai hubungan hukum 

antara keduanya. Perjanjian tersebut bersifat konsensuil. Penyerahan uangnya 

sendiri barulah bersifat riil. 

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perJanJlan kredil merupakan pe~lan.llan 

yang bersifat konsensuii , dengan adanya syarat-syarat tangguh (conditions 

precedent) yang menyertainya sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1253 jo ! 263 

BW. Syarat-syarat tangguh pad a perjanjian kredit adalah fakta atau peristiwa 

yang harus dipenuhi atau terjadi terlebih dahulu oleh debitur sebelum kreditur 

melakukan kewajibannya. Termasuk daiam syarat-syarat tangguh adaiah 

penyediaan benda jaminan oleh debitur. 

Merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 maka pengertian 

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara hank dengan 

pihak Jain yang mewajibkan pihak peminjam lIntuk melunasi lItangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi terdapat penyerahan dana 

dari kreditur kepada debitur untuk kemudian digunakan sebgai modal usahanya. 

b. Lahirnya Perjanjian Krcdit 

Seperti diketahui perjanjian merupakan sllmber perikatan karena 

perjanjian meiahirkan perikatan. Menurllt Subekti bahwa perjanjian merupakan 

sumber terpercaya yang melahirkan perikatan i1
. 

12 R. Subekti. Hukum Perianiian. Intermasa, Jakarta. 1998.(Selanjutnya disebut R.Subekti 
I) Hal. I 
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Hukum perikatan diatur dalam buku III BW yang menganut sistem 

terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada para pihak yang 

mengadakan peijar0ian untuk menentukan isi perjanjian dengan batasan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Kemudian bahwa pasal-

pasai yang terdapat dalam buku 111 BW bersifat tidak memaksa, sehingga 

ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut boleh disimpangi, dalam arti para 

pihak diberi kesempatan untuk menyimpanginya atau menentukan isi perjanjian 

sendiri. Bila tliCicka tidak IHcngatur 5ccara terperinci maka dianggap mereka 

tunduk kepada Undang-undang. 

Dalam hukum perjanjian juga dikenal asas konsensualisme, yang artinya 

adalah sepakat. Adanya kata sepakat dalam setiap perjanjian adalah sesuai dengan 

pasal 1320 BW yang mensyaratkan untuk sahnya suatu pe~janjian diperlukan 

kesepakatan dari mereka yang mengikaLkan diri. Berarti bahwa setiap peIjanjian 

akan sah bila sudah tercapai kata sepakat diantara para pihak. 

Hal yang sarna berlaku dalam perjanjian kredit, yakni unsur kesepakatan 

antura kreditur dengan debitur harus terpenuhi untuk kemudian dituangkan ke 

dalam suatu perjanjian. Maka pada saat itulah peIjanjian kredit lahir dan mengikat 

pihak bank dan debitur. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian 

kredit terkandung dua aspek, yaitu aspek konsensuil dan aspek riil . Aspek 

kOiisensuil adalah saat terjadinya kata sepakat antara debitur dan bank yang 

kemudian diikuti dengan pelaksanaan penandatanganan akta peTjanjian. Aspek riil 

adalah pada saat terjadinya pemberian uang oieh kreditur kepada debitur. 

penyerahan uang tersebut merupakan peiaksanaan iebih ianjut dari perjanjian 
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kredit, setelah kreditur melihat bahwa debitur teiah melaksanakan syarat-syarat 

tangguh yang ada pada pcrjanjian kredit tcrsebut. 

Demikianlah saiah satu hai yang membedakan perjanjian krcdit dengan 

perjanjian pinjam-meminjam dalam bab XIII BW pasal 1754 yang menyatakan : 

"Pinjam-meminjam ialah perjanjian yang menentukan bahwa pihak 
per/ama menyerahkan sejumlah bW'ang yang menghabis karena 
pemakaian kepada pihak kedua, dengan c\yaral bahwa pihak kedua akan 
mengembalikan kepada pihak per/ama barang yang sejenis dalam jumlah 
dan keadaan yang sam a pula" 

Jadi obyek dalam perjanjian pinjam uang adalah sejumlah uang yang dapat 

habis karena pemakaian. Dan dari definisi tersebut jelas menggambarkan bahwa 

perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian riiI. 

Menurut pasa\ 1755 BW bahwa dalam perjanjian pinjam-meminjam pihak 

yang rnenerima pinjarnan menjadi pernilik dari barang dipinjam. Jadi dalam hal 

ini debitur bebas untuk mcnggunakan uang yang dipinjam untuk keperluan apa 

saja, tanpa adanya campur tangan dari pihak yang meminjamkan uang untuk 

menentukan kegunaan dari uang tersebut. DaJam perjanjian kredit uang yang 

dipinjam oleh debitur hams digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

daJam perjanjian kredit, debitur tidak dapat menggunakan yang tclah diterimanya 

secara le)uasa untuk keperluan yang tidak tentu seperti halnya dalam perjanjian 

pinjam-meminjam. Penggunaan uang yang menylmpang dari tujuan yang teJah 

diperjanjikan dalam peIjanjian kredit, maka bank dapat secara sepihak mengakhiri 

perjanjian tersebut. 
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Jadi debitur bukanlah perni1ik mutlak dari krcdit yang diperoichnya berdasarkan 

perjanjian kredit tersebut l3
. 

c. Pemberian Kredit 

Dalam pralctek perbankan, mereka yang dapat mengajukan permohonan 

krcdit rncliputi perorangan atau bad an hukurn. Dan setiap pcrnohon harus 

memenuhi persyaratan yang ada pad a bank. Persyaratan tersebut tentunya berbeda 

di setiap bank. 

Salah satu syarat yang diperlukan adalah pemohon harus mempunyat 

rckcning di bank tersebut. Sclanjutnya kcpada pemohon akan dibcrikan fonnulir 

perjanjian kredit yang berbentuk standard untuk diserahkan kernbali kepada bank 

disertai surai-surat seperti identitas diri , daftar riwayat hidup, ijin us aha, akta 

pendirian perusahaan dan lain-lain. 

Scbagai pcrtimbangan untuk mencntukan apakah debitur mampu 

membayar utangnya maka bank melakukan penelitian langsung untuk mengetahui 

kualitas dan integritas pemohon. Seiain itu diadakan peninjauan langsung ke 

lokasi perusahaan dan kemudian mencocokkan data yang diberikan caion nasabah 

debitur. 

Pemberian kredit oleh bank pada dasamya menuntut adanya tindakan yang 

hati-hab dari bank. Resiko dari pemberian kredit tersebut sangat besar sehingga 

diperlukanlah pertimbangan-pertimbangan untuk menilai apakah cal on nasabah 

debitur Jayak untuk diberikan kredit. 

DSutan Rcmy Syahdcini II. Q.Q. Cit lIal 161. 
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DaIam memberikan kredit adanya suatu kepcrcayaan dari bank kcpada 

debitur, bahwa debitur mampu dan mau membayar kredit tcrsebut. Hubungan 

antara kreditur dengan nasabah debitur sebagai hubungan kepercayaan (fiduciary 

relation). Dihubungkan dengan hal ini bank dalam memberikan kredit harus 

memperhatikan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian daIam praktek perbankan. 

Sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang 

menyatakan bahwa : 

"Oalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 
bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan anal isis yang 
m~ndalam at as itikad dan kemampuan serta kcsanggupan nasabah debilur 
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud 
sesuai yang diperjanjikan" 

Jadi penggunaan uang yang berasai dari simpanan masyarakat hanya diberikan 

kepada nasabah debitur yang telah diyakini oleh bank mempunyai kemampuan 

dan kesanggupan untuk melunasi kewajibannya sesuai yang dipe~ianjikan 14. 

Selanjutnya pada penjelasan pasal 8 (I) Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 diketahui bahwa 11l1tuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum 

memberikan kredit, rnaka bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap 

watak, kemampuan, modal, agunan dan pro~pek llsaha dari nasabah dcbitur. 

Ketentuan tersebut sudah sesuai dengan pemberian krcdit dalam dunia perbankan 

yakni "'he five C's of credits ana~vsis" yaitu character. capaci(v. capital. 

condition of economy and collateral. Adapun pengertian dari aspek-aspek tersebut 

bisa dilihat daiam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/6/UKU tanggal 28 

Fcbruari 1991 mcngcnai jaminan pemberian krcdit yaitu : 

14 Penjelasan pasal 8 UU No. 1 0 Tahun 1998. 
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Penilaian watak dcbitur (churw .. :ter) tcrutama didasarkan kepada hubungan 
yang tclah dibuat antara bank dcngan dcbitur yang bcrsangkutan atau 
informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya, sehingga bank 
dapat menyimpulkan bahwa debitur tcrsebut jUjUf, beritikad baik dan tidak 
akan menyulitkan bank di kemudian hari ; 
Pt:nilaian kemampuan (capacity ) bahwa bank harus mt:neliti mengenai 
keahlian debitur dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen 
debitur, sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan 
krcdit tersebut dikciula oieh orang-orang yang tepal; 
Dalam penilaian terhadap modal (capital) bank hams melakukan analisis 
terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk mas a yang telah 
lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang,sehingga dapat 
diketahui kemampuan pennodalan debitur. dalam menunjang pembiayaan 
proyek atau usaha debitur; 
Penilaian terhadap prospek usaha debitur (conditions of economy), bank 
terutama harus melakuakan analisis mengenai keadaan pasar di dalam 
maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan 
datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran usaha debitur yang 
dibiayai dengan kredit bank yang bcrsangkutan; 
Penilaian terhadap agunan (collateral) bahwa bank harus menilai barang, 
proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan krcdit yang bersangkutan dan 
barang lain, surat berharga atau garansi resiko yang ditambahkan sehagai 
agunan tambahan, untuk memenuhi pengembalian utang debitur, sehingga 
apabila debitur tidak dapat melunasi kreditnya, agunan tersebut dapat 
digunakan untuk memenuhi pcmbayaran kembali krcdit bank yang 
bersangkutan 15. 

Dengan demikian dari ketentuan perbankan yang telah ada, maka bank dalam 

menanamkan modai daJam bent uk hedit, harus Juga menggunakan 

agunan/jaminan. Diharapkan dengan adanya jaminan krcdit dari debitur maka 

kredit yang telah diberikan oleh bank akan lebih aman dan lebih teljamin dalam 

hal pengembaliannya. 

Dan sctiap perjanjian kredit yang telah disetujui dan disepakati sesual 

dengan Surat Keputusan Bank indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tentang 

15 A. Yudha Hernoko. Urgensi Unsur "Collateral" Dalam Penyaluran Kredit. Dalam Pro 
Justitia Tahun XVI Nomor 4 Oktober 1998. Hal 44 - 45. 
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Kewajiban Penyusunan dan Pclaksanaan Kcbijaksanaan Perkreditan Bank bagi 

Bank Umum wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. 

2. Jaminan dalam Perjanjian Kredit 

Dalam rangka pemberian kredit, maka bank harus melaksanakan prinsip 

kehati-hatian (prudential banking) secara baik dan tepat. Salah satunya adalah 

penyediaan agunan/jaminan oleh debitur dalam perjanjian kredit yang dibuat. Di 

masa krisis ekonomi saat ini diperlukanlah lembaga jaminall agar debitur dapat 

memperoleh dana dari bank dan segera dapat menjalankan usahanya. 

Lembagajaminan mempunyai kegunaan yakni : 

a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan 

dengan barang jaminan yang ada bilamana debitur melakukan cidera janji 

(wanprestatie) yaitu tidak membayar utangnya sampai pada waktu yang 

telah ditetapkan. 

b. Menjamin agar nasabah dcbitur berperan serta dalam transaksi untuk 

membiayai, sehingga dapat mencegah kemungkinan debitur meninggalkan 

usahanya. 

c. Memberi dorongan kepada debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan 

perjanjian kredit yang telah dibuat agar tidak kehilangan barang yang 

dijadikan jaminan kepada bank. 

01eh karena lembaga jaminan mcmpunyai tugas me1ancarkan dan mengamankan 

kredit maka ciri-ciri jaminan yang baik adalah : 

a. yang dapat secara mudah membantu peroh~han kredit tersebut oleh 
pihak yang memerlukan. 

b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk 
melakukan usahanya. 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN... YUSTINUS PRIYAMBODO



22 

c. Memberikan kepastian hukum kepada si pemberi kredit dalam arti 
barangjaminan setiap waktu tcrsedia untuk dicksckusi, yaitu bila perlu 
dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang debitur16

. 

a. Pcnggolongan Jaminan 

Dalam hukum perdata dapat digolongkan pembagian lembaga jaminan, 

dan menurut sifatnya maka pembagiannya ada]ah sebagai berikut : 

• Jaminan yang tergolong Jaminan Khuslls dan Jaminan Umum 

Jaminan yang tergo]ongjaminan ini menurut pasal 1 ]31 BW yaitujaminan 

yang diberikan bagi kepentingan scmua krcditur dan menyangkut semua 

harta debitur. Artinya bahwa benda jaminan tersebut tidak ditunjuk secara 

khusus dan tidak diperuntukkan bagi kreditur. Hasil penjualan dari barang-

barang jaminan tersebut dibagi-bagi secara scimbang diantara kreditur 

sesuai dengan jumlah pilltangnya masing-masing. Kedudllkan kreditllr 

adalah konkuren. Jaminan ini dalam praktek perkreditan kurang digunakan 

oleh kreditur karena tidak menimbulkan rasa aman bagi pengembalian 

utang. Kreditllr memerlukan benda-benda jaminan yang ditunjuk secara 

khuslls dan hanya diperuntllkkan bagi kreditur tersebllt. Contoh dari 

jaminan umum adalah Borglhoc/zl. Jaminan khusus adalah jaminan yang 

diberikan secara khusus bagi seorang kreditur saja. Benda jaminan tersebllt 

ditunjuk secara khusus dan dipcruntukkan bagi kreditur. Termasuk dalam 

Jamman ini adalah hipotiklhak tanggungan, credictverband, gadai dan 

fidusia . 

16 R. Subekti. laminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia. 
eel. V,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.(Selanjutnya disebut R.Subekti II) Hal. 19 
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• Jaminan Yang bcrsifat Kebendaan dan Perorangan 

Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan yang berisikan hak 

mutlak atas sesuatu benda. Ciri-cirinya adalah : 

berhubungan langsung atas benda tertcntu dari debitur. 

dapat dipertahankan terhadap siapapun. 

selalu mengikuti bendanya (droit de suite) 

tennasuk dalam jaminan ini yaitu hak tanggungan, gadai dan fidusia. 

Dalam jaminan kcbcndaan krcditur mcmpunyai hak untuk didahulukan 

pengembalian utang yang telah diberikan atas pembagian hasil eksekusi 

dari benda jaminan tersebut. 

Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan 

hubungan langsung dengan perorangan tertentu. Pelunasan . utang yang 

dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi atau perseorangan oleh 

debitur. Dalam jaminan yang bersifat perorangan mengenal asas kesamaan 

yakni tidak adanya ketentuan yang membedakan antara piutang yang lebih 

dulu terjadi dengan piutang yang te~jadi kcmudian. Para kreditur 

mempunyai kedudukan yang sarna terhadap harta kekayaan debitur, tanpa 

memperhatikan urutan kejadiannya. Kalau dibandingkan antara jaminan 

kebendaan dengan jaminan perorangan da]am hal pemenuhan piutangnya 

maka jaminan kebendaan akan didahulukan dari jaminan perorangan. 

Hal ini menunjukkan bahwa jaminan kebendaan mempunyai kedudukan 

yang lebih kuat daripadajaminan perorangan. 
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Pembedaan yang lain atas jaminan yang ada dalam hukum perdata di 

Indonesia adalah penggolongan atas benda bergerak dan tidak bergerak (pasal 504 

BW). Istilah benda bergerak menurut pasal 513 BW adalah meliputi seluruh 

benda yang dianggap bersifat bergerak, dan mudah dipindah tangankan. Jika 

jaminan tersebut berupa benda bergerak maka yang berlaku adalah jaminan secara 

gadai atau fidusia. Dan untuk jaminan berupa benda tidak bergerak maka yang 

digunakan adalah jaminan secara hipotik/hak tanggungan atau credietverband. 

Pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam hal ini adalah 

penting karen a digunakan untuk menentukan mengenai cara penyerahan, daluarsa, 

bezit dan pembebanan atas bendajaminan i7
. 

b. Jaminan Kebendaan 

Menurut pasaJ 1139 dan pasal 1149 BW bahwa apabila dalam perikatan 

yang telah dibuat antara kreditur dan debitur tidak terdapat suatu peIjanjian 

tambahan, termasuk jaminan tambahan maka kreditur yang bersangkutan 

bukanlah kreditur yang diistimewakan (preference) . Jadi pasal 1131 BW berlaku 

terhadap kreditur tersebut, yaitu apabila debitur tidak dapat mengembalikan 

utangnya, maka kedudukan kreditur tersebut dalam pelunasan kreditnya adalah 

kreditur konkuren, artinya semua kreditur mempunyai kedudukan yang sarna dan 

masing-masing memperoJeh pengembalian utang yang seimbang sesuai dengan 

besamya piutang. 

17 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum 
Jaminan dan Perorangan. Cetakan I. Liberty, Yogyakarta, 1980(Selanjutnya oleh penulis disingkat 
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan IT) Hal. 49 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN... YUSTINUS PRIYAMBODO



25 

Untuk menghindari kondisi yang dcmikian maka dipcrlukanlah jaminan 

benda yang diberikan oleh debitur. Selain jaminan urnum maka diperlukan pula 

jaminan tambahan yang merupakan jaminan khusus. Jaminan khusus ini 

dinamakan jaminan kebendaan. Yang meliputi : gadai , hipotiklhak tanggungan 

dan fidusia. 

Gadai 

Dalam pasal 1150 BW gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas 

suatu barang bergerak yang diserahkan kcpadanya oleh seorang debitur atau 

oleh seorang lain atas nama debitur. Dalam gadai, barang yang dijaminkan 

diserahkan penguasaannya kepada kreditur. Jadi obyek gadai adalah barang 

bergerak. 

Hipotik 

Menurut pasal 1162 I3W hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda 

tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan 

suatu perikatan. Obyek hipotik adalah barang tidak bergerak. Dengan 

berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang I3erkaitan Atas Tanah, maka hipotik 

berubah menjadi hak tanggungan. 

Fidusia 

Sebelum berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia, maka fidusia sering 

disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang keberadaannya 

ada dalam yurisprudensi. Dalam fidusia barang jaminan tetap dalam 
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penguasaan debitur dan penyerahan dilakukan seeara eonstitutum 

possessonum. 

Ketiga maeam hak kebendaan tersebut mempunyai persamaan yaitu : 

.:. Merupakan perjanjian yang aeeessoir, yaitu lahir dan hapusnya perJanJlan 

penjaminan ini mengikuti pada perjanjian pokok . 

• :. Mempunyai sifat droit de suite, yang artinya hak kebendaan tersebut 

senantiasa mengikuti benda nya dalam kekuasaan siapapun . 

• :. Lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain (droit de preference) 

yaitu dalam pasal 1133 dan pasal 1134 ayat 2 BW. 

3. Perkembangan Jaminan F!dusia 

Telah diketahui bahwa fidusia merupakan hubungan hukum yang 

berdasarkan kepereayaan . Dari asal katanya yaitu ''fides'' yang berarti 

kepereayaan, sesuai dengan arti kala tersebut maka terdapat hubungan antara 

debitur(pemberi fidusiC;l) dan krcditur(penerima fidusia) yang merupakan 

hubungan hukum berdasarkan kepereayaan. Pemberi fidusia pereaya bahwa 

penerima fidusia mau menyerahkan hak milik benda yang telah dijaminkan, 

setelah utang dilunasi . Penerima fidusia pereaya bahwa pemberi fidusia tidak akan 

menyalahgunakan benda jaminan yang berada dalam kekuasaannya. 

Timbulnya lembaga fidusia di dalam praktek dikarenakan adanya 

kelemahan dari lembaga gadai (pand). Dalam pasal 1152 ayat 2 BW yaitu hak 

gadai tidak sah apabila bcnda yang digadaikan tersebut berada dalam kekuasaan 

pemberi gadai, atau apabila benda yang digadaikan tersebut kembali kepada 
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pemberi gadai atas kemauan krcditur. dan juga dalam pasal 1152 ayat 3 BW 

bahwa hak gadai hapus apabila barang gadai tersebut keluar dari penguasaan 

pcncrima gadai . 

Adanya ketentuan tentang sah dan hapusnya gadai tersebut merupakan 

hambatan bagi pelaksanaan gadai dalam masyarakat. Debitur yang hanya 

mempunyai benda-benda yang diperlukan untuk usahanya untuk kemudian 

diletakkan hak gadai ini maka debitur tidak dapat menjalankan usahanya, karena 

benda-benda yang digadaikan tersebut harus diserahkan ke daIam penguasaan 

kreditur. sehingga mengharnbat pula dalam pelunasan utangnya. Padahal seperti 

teIah diketahui bahwa daIam dunia perdagangan terdapat berbagai benda 

dagangan dan tidak jarang debitur ingin menjaminkan benda tersebut. Apabila 

menggunakan gadai maka benda dagangan tersebut tidak dapat dijuaI, sehingga 

debitur tidak dapat mengembalikan utangnya sehingga jaminan gadai ini dianggap 

tidak rnenguntungkan bagi rnereka. 

Dengan adanya kekurangan-kekurangan dalam ketentuan gadai , maka 

masyarakat rnernbuat adanya suatu lembaga jaminan yang disebut fidusia. Yakni 

sebagai penyimpangan dari gadai dimana dcbitur yang merupakan pemilik benda 

jaminan menyerahkan hak milik atas benda tersebut secara constitutum 

possessonum. 

Setelah benda diserahkan sebagai hak milik atas dasar kepercayaan, maka 

kreditur menyerahkan benda tersebut kcmbali ke tangan debitur, dan selanjutnya 

debitur bcrtindak sebagai pcnyimpan atau sebagai pemakai. 
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Di Indonesia keberadaan lembaga jaminan fidusia tcrsebut diawali dengan 

Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1929 yang dikenal dengan BierbrouwerU 

Arrest dan adanya Arrest Hoge Raad tanggal 21 Juni 1929. Kedua Arrest tersebut 

berisikan pengakuan terhadap lembaga jaminan fidusia sebagai lembaga yang sah 

untuk digunakan dalam masyarakat. 

Lembaga jaminan fidusia mengalami perkembangan yang pesat di 

Indonesia. Dalam praktek ternyata lernbaga tersebut telah digunakan oleh 

pedagang-pedagang untuk memperoleh kredit demi kelangsungan usahanya. 

Terlebih setelah terjadinya perang dunia kesatu, dimana masyarakat 

menginginkan peningkatan usahanya dan antara lain dilakukan dengan cara 

rnernperoleh pinjarnan modal agar usahanya dapat berjalan dengan baik. 

Penggunaan hipotik tidak dapat digunakan, karena pengusaha-pengusaha pada 

waktu itu tidak mempunyai tanah untuk diguJ'ilakan scbagai jaminan hipotik . 

a. Kedudukan Para Pihak 

Sebelum berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia, para pihak dalam 

hal jaminan fidusia kurang rnendapatkan kepastian hukum karena masih 

didasarkan pada yurisprudensi . Salah satunya adalah apakah sebagai penerirna 

fidusia maka kedudukan kreditur adalah sebagai pemilik benda jarninan atau 

hanya sebagai pemegang bendajaminan. 

Sifat perjanjian dari jaminan fidusia menurut Undang-undang Jaminan 

Fidusia adalah accessoir. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut terdapat 

dua pendapat mengenai sifat dari perjanjian fidusia . Pendapat yang pertama 

mengemukakan bahwa perjanjian fidusia tersebut mcrupakan pc~anjian yang 
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zakelijk dan memberikan hak yang zakclijk pula bagi kreditur. Dalam hal ini hak 

yang diperoleh penerima fidusia merupakan hak kebendaan. Sehingga dapat 

dipertahankan terhadap siapapun juga. Pendapat ini bertentangan dengan 

pengertian fidusia menurut hukurn Romawi (jiducia cum credi{oria), yaitu tidak 

scsuai dengan sistem hukum benda menurut BW yang hanya mcngcnal sistem 

tertutup. Yang hanya dapat mengadakan hak-hak kebendaan sebagaimana dikenal 

dalam undang-undang IR
. 

Pendapat yang kedua, yakni pel]anJlan fidusia tersebut adalah bersifat 

obligatoir dan memberikan hak yang bersifat persoonlijk. Dalam hal ini hak yang 

diperoleh penerima tidusia merupakan hak eigendom. Pendapat ini sudah sesuai 

dengan sistem hak kebendaan yang ada di B W, yang mengenal sistem tertutup. 

Yang tidak rnemungkinkan adanya hak kebendaan yang barn selain yang sudah 

ditetapkan oleh undang-undang. Dan karena hak yang dipcroleh penerima fidusia 

merupakan hak milik yang sepenuhnya, maka penerima fidusia bebas untuk 

menentukan cara pemenuhan piutangnya. 

Dari pendapat-pendapat yang ada sekarang dan juga dalam yurisprudensi 

bahwa kccendrungan untuk mcngakui sifat perjanjian fidusia sebagai sifat yang 

zakelijk. Akibat dari hal tersebut, kreditur harus berbuat sesuai dengan pasal 1154 

dan 1155 BW mengenai gadai, sejauh ketentuan tersebut bersifat memaksa. Bila 

debitur melakukan cidera janji, maka dalam melakukan pemenuhan piutangnya, 

kreditur tidak dapat melakukan pemili kkan atas benda yang dijaminkan, 

melainkan hams menjualnya di muka umum dan setelah dikurangi dcngan jumlah 

18 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan 1. Qp.Cit. hal. 22. 
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utang, bila masih ada sisa dari penjualan tersebut diserahkan kepada debitur. 

Kreditur dalam hal ini karena tidak menguasai bendanya, maka ' ia tidak 

berwenang untuk menikmati bendanya. Wewenan!:,lTIya hanya sebatas dengan 

tujuan yang telah diperjanjikan. 

Dari keputusan Mahkamah Agung Nomor 1500 klSip11978, tanggal 2 

Februari 1980, dapat disimak bahwa MA berpendapat secara tegas yaitu pemilik 

fidusia (atas besi beton dan semen) bukanlah pemilik dalam arti sebenarnya, tetapi 

sebagai kreditur dari suatu utang dengan penjaminan. Sehingga kreditur tidak 

boleh mempunyai hak "mendaku" atas benda jaminan tersebut, melainkan boleh 

melakukan penjualan di muka umurn (Ielang) seperti dalam pasal 1155 dan 1156 

BW. Sesuai dengan pendapat Sri Soedewi Masjchun Sofwan bahwa perjanjian 

fidusia adalah perjanjian yang bersifat zakelijk. Oleh karen a itu akan melahirkan 

hak-hak yang zakelijk pula. 

Sekarang bagaimana halnya dengan sifat perjanjian fidusia dalam Undang

undang laminan Fidusia. Sebelumnya dapat disimak pasal 1 angka 1 dan angka 2, 

bahwa ternyata ada perbedaan pengertian fidusia dan jaminan fidusia. Pengertian 

fidusia tidak dimasukkan ke dalam pengertian jarninan fidusia . Kcduanya seakan

akan berdiri sendiri tanpa saling berkaitan. Seharusnya unsur-unsur pengertian 

fidusia dimasukkan ke pengertian jaminan fidusia. Hal ini tentunya akan 

memudahkan masyarakat dalam menginterpretasikan ketentuan tersebut. 

Menurut pasaJ 4 Undang-undang Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia 

merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari suatu perjanjian pokok yang 

menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi . Terdapat 
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kekurangjelasan dalam pasal ini karena dalam penjelasan pasalnya tidak 

disebutkan mengenai pengertian dari perjanjian ikutan. Pengertian perjanjian 

ikutan sebenamya adalah penting, mengingat belum diatumya ketentuan tersebllt 

dalam lIndang-undang. Dalam hukum perdata khususnya hukum benda pe~janjian 

ikutan (accessoir) adalah perjanjian yang mengikuti suatu perjanjian pokok dan 

berakhir bila perjanjian pokoknya berakhir. 

Masih dalam pasal 4 yakni " . .. yang menimbulkan kewajiban bagi para 

pihak untuk memenuhi suatu prestasi". Pemenuhan prestasi disini dalam 

penjelasan pasalnya adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak 

berbuatu sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Dikaitkan dengan pasal 1 angka 

2 bahwa jaminan fidusia tersebut digunakan sebagai agunan bagi pelunasan utang 

tertentu. Ada dua ketentuan yang bertolak belakang, dimana dalam pasal 1 angka 

2 dijelaskan bahwa jaminan fidusia digunakan untuk melunasi utang pemberi 

fidusia. Namun dalam pasal 4 kegunaan jaminan fidusia tersebut lebih luas lagi . 

Dan akan timbul masalah yaitu bagaimana kriteria "berbuat sesuatu" dan "tidak 

berbuat sesuatu" yang dapat dinilai dengan uang. Mengutip pendapat Sutan Remy 

Sjahdcini bahwa seharusnya lebih dijelaskan lagi mcngenai prestasi tersebut. 

Yakni setiap perjanjian mengenai suatu "prestasi" dapat dijamin pelaksanaanya 

dengan jaminan fidusia, asalkan dalam perjanjian tersebut dicantumkan ketentuan 

apabila debitur cidera janji, maka penemuhan suatu prestasi tersebut dilakukan 

dengan cara membayar sejumlah uang tertentu l9
. Dengan demikian ketentuan 

19 Sutan Remy Sjahdeini."Komentar Pasa] demi Pasal Undang-undang Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia". Dalam Jurnal Hukum Bisnis. Vol. X. 2000 (Selanjutnya disebut 
Sutan Remy Sjahdeini II), Hal 43 . 
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tersebut lebih jelas bagi para pihak mengenai apa yang seharusnya dilakukan 

dengan adanya jaminan fidusia tersebut dan lebih memberikan kepastian hukwTI. 

Karena Undang-undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa jaminan 

fidusia rnerupakan perjanjian Ikutan (accessoir) rnaka dengan adanya jarninan 

fidusia tersebut tergantung pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. 

Dalam praktek perbankan jaminan fidusia diadakan sebagai jaminan tambahall 

apabila dirasakan jaminan pokok kurang memenuhi pemenuhan utang debitur. 

Hal lain juga dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa jaminan 

fidusia adalah bersifat kebendaan dan berlakulah azas droit de suite yaitu pada 

pasa\ 20 yakni jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek 

jaminan fidusia dalam kekuasaan siapapun benda tersebut berada. 

Dije\askan juga bahwa pemberi fidusia haruslah sebagai pemilik dari 

benda yang dijaminkan. Dan kewajiban pemberi fidusia adalah menyerahkan hak 

milik kepada penerima fidusia, untuk kemudian menjaga agar bellda jaminan 

yang berada dalam kekuasaanya tidak disalahgullakan. Dan dalam rangka 

pelaksanaan eksekusi jamian fidusia maka pemberi fidusia wajib untuk 

menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Penerima fidusia sendiri 

berkewajiban untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang dicatat di 

kantor pendaftaran fidusia . 

Ketentuan lain yang menunjukkan adanya sifat hak kebendaan dari 

jaminan fidusia yaitu dalam pasal 27 bahwa penerima fidusia mempunyai hak 

yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya terhadap kreditur lain 

(preference). Dan ciri yang lain bahwa penerima fidusia tidak boleh memiliki 
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benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Kalau penerima fidusia kemudian 

diberi wewenang untuk Illemiliki benda tersebut, Illaka janji tersebut adalah batal 

demi hukum . 

b. Obyek Jaminan Fidusia 

Dalam prak.1ek perbankan fidusia sebagai salah satu bentuk penyimpangan 

dari praktek gadai . Maka obyek yang dapat dikenakan jaminan fidusia adalah 

benda-benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Benda-

benda tersebut adalah antara lain : kendaraan bermotor, alat-alat rulllah tangga, 

benda-benda persediaan dalalll perusahaan dan toko-toko. 

Menurut pasal 1334 BW bahwa benda-benda yang baru akan ada 

dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Jadi jaminan fidusia dapat 

dikenakan pula pada benda-benda yang masih akan ada. Benda-benda tersebut 

yaitu benda yang pada saat teIjadinya perjanjian fidusia masih belum ada dan 

akan diperoleh kemudian . Biasanya digunakan sebagai jalllinan atas kredit dalarn 

rekening debitur, untuk membiayai benda-benda persediaan dan tagihan-tagihan. 

Dan obyek j aminan fidusia yang lain yaitu dapat dikenakan terhadap 

piutang-piutang, yakni berupa piutang atas nama. Yang mana penyerahan 

mengenai piutang atas nama dinamakan cessi dan dilakukan menurut cara atau 

syarat tertentu20
. 

Dalam perkembangan jaminan fidusia di lndonesia, bahwa temyata obyek 

jaminan fidusia semakin meluas meliputi juga benda-benda tidak bergerak. 

Karena dirasakan oleh masyarakat prosedurnya yang cepat, lebih mudah, 

20 Sri Soedewi Masjchun Sofwan 1. Op.Cit. hal 32 
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biayanya lebih murah dibandingkan dengan bentuk jaminan hak tanggungan atau 

hak gadai . Lebih lanjut dalam praktek juga mengenai bangunan-bangunan 

misalnya : rumah, toko, gudang di atas tanah orang lain, yaitu tanah hak sewa atau 

hak pakai dapat difidusiakan. Hak pakai atas tanah dapat difidusiakan karena hak 

tanah tersebut tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hipotek atau 

credietverband21
. Dengan syarat fidusia tersebut diadakan dengan akta PP A T 

kemudian dicatat pad a sertifikat haknya. 

Bisa dilihat yaitu Arrest Hooggerechtshof (HGH) tahun 1932, yakni Arrest 

Bataafsche Petroleum Maatschapp?J (BPM) - Pedro Clynett, sebagai 

yurisprudensi yang pertama di Indonesia mengenai lembaga jaminan fidusia. 

Sedangkan Arrest HGH tanggal 16 Februari 1933 menetapkan bahwa hak grant 

(grantrecht) yaitu hak atas tanah yang dahulu diberikan oleh Sultan di Surnatera 

Timur dapat digunakan sebagai jaminan utang dengan menggunakan Jembaga 

fidusia yang dicatat dalam register yang bersangkutan22
. 

Dari kedua Arrest tersebut dapat dinyatakan bahwa yurisprudensi di 

Indonesia telah memungkinkan dan mengakui bahwa fidusia dapat dikenakan atas 

benda-bend a bergerak atau benda-benda tidak bergerak, terrnasuk hak-hak atas 

tanah dan bangunan di atas hak sewa23
. 

Yurisprudensi yang lain yaitu keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 

September 1971 menetapkan bahwa peIjanjian penyerahan hak sebagai jaminan 

2 1 Surat Menteri Dalam Ncgcri tanggal 26 Maret 1973 Nomor DlB 3137/311973 

22 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan I. Op.Cit. hal 124 

23 Ibid 
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fidusia hanya sah sepanjang mengenai benda-benda bergerak. MA menyatakan 

tidak sah penyerahan hak sebagai jaminan atas gedung kantor PT. Bank 

Pengayoman di Semarang beserta inventarisnya kepada BNI unit I Semarang. Dan 

tidak dijelaskan berdasarkan hak atas tanah yang bagaimanakah bangunan 

tersebut berdiri . 

Fidusia kemudian disebut juga dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1985 

tentang Rumah Susun pada pasal 12 dan 13 bahwa rumah susun atau satuan 

rumah susun dapat dibebani dengan hipotik jika tanahnya merupakan tanah hak 

milik atau hak guna bangunan atau dengan fidusia jika tanahnya merupakan tanah 

hak pakai atas tanah negara. Kemudian disinggung pula dalam Undang-undang 

nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukjman pada pasal 15 yang 

menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh 

pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia. 

Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia obyek jaminan fidusia terdapat 

pad a pasal 1 angka 2 yakni benda bergerak, baik yang berwujud dan tidak 

berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak 

tanggungan. Kekurangmengertian pembuat undang-undang nampak dari tidak 

diaturnya ketentuan obyek jaminan tidusia dalam pasal tersendiri . Sebagai bahan 

perbandingan yaitu Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah bahwa 

mengenai obyek hak tanggungan diatur tersendiri dalam bab Il undang-undang 

tersebut. Dan ketentuan mengenai obyek jaminan fidusia dalam Undang-undang 
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Jaminan Fidusia adalah tersebar di beberapa pasal, tidak dalam satu bab. Sehingga 

menandakan bahwa penyusunan materi undang-undang tersebut tidak sistematis. 

Menurut pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia termasuk benda adalah 

sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, berwujud atau tidak berwujud, terdaftar 

maupun tidak terdaftar dan yang bergerak dan tidak bergerak yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan atau hipotik. Pengaturan ini sebenarnya mgm 

menunjukkan batas-batas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 

Selain benda-benda yang telah ada dalam praktek fidusia, sebelum 

berlakunya UU Jaminan Fidusia maka dalam undang-undang tersebut mengatur 

pula obyek jaminan fidusia yang lain yang dapat dikenakan terhadap satu atau 

lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan 

diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Jadi sesuai dengan praktek yang 

telah berlaku bahwa benda-benda yang akan diperoleh di kemudian hari pun dapat 

menjadi obyek jaminan fidusia, termasuk benda-benda persediaan dan benda 

perdagangan. Kelemahan dari ketentuan ini yakni dalam pasal 9 (2) menyebut " . .. 

atas benda atau piutang ... ", penyebutan kata "atau" sebaiknya dihapus saja, 

karena seakan-akan menunjukkan bahwa piutang tidak tennasuk pada benda yang 

dapat dijaminkan. 

Kemudian dari ketentuan pasal 10 bahwa jaminan fidusia meliputi juga 

hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan klaim asuransi, dalam 

hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan. Disini menegaskan 

bahwa pemberi fidusia dapat menjaminkan segal a sesuatu yang merupakan hasil 

dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan syarat hams diperjanjikan 
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secara tegas. Bila tidak dipe~janjikan secara tegas, maka hasil dari benda yang 

dijaminkan tersebut meliputi juga dengan jaminan fidusia yang dibebankan. 

Begitu pula dengan klaim asuransi bahwa hasil dari klaim asuransi dapat 

dijadikan jaminan dengan ketentuan harus diperjanjikan secara tegas, karena bila 

tidak diperjanjikan maka klaim asuransi tersebut meliputi juga jaminan fidusia 

yang dibebankan. 

c. Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Setelah pihak kreditur dan debitur sepakat untuk membuat suatu pe~janjian 

kredit dan dibebankan dengan jaminan fidusia, maka para pihak segera 

menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam praktek 

perbankan, biasanya pihak bank telah menyediakan bentuk kontrak standard yang 

harus disetujui oleh cal on nasabah debitur. Dalam hal jaminan fidusia pun para 

pihak harus menyetujui syarat-syarat dalam perjanjian yang dibuat, ditandai 

dengan ditandatanganinya akta perjanjian tersebut. 

Pembuatan akta fidusia dalam praktek bervariasi, dari bentuk formulir 

yang sederhana sampai dengan forrnulir yang lengkap dengan jumlah halaman 

yang sangat banyak. Pembuatan akta tersebut ada yang dilakukan secara bawah 

tangan dan ada yang dilakukan di depan notaris. Sebelum berlakunya UU Jaminan 

Fidusia, tidak pemah ada ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran jaminan 

fidusia. Jadi apabila terjadi suatu sengketa mengenai perjanjian kredit, maka akta 

perjanjian yang dibuat di bawah tangan atau yang dibuat di depan notaris tersebut 

yang digunakan sebagai alat pembuktian bahwa perjanjian tersebut telah ada. 
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Ketiadaan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ll1engakibatkan hal yang 

sangat serius dalall1 praktek jaminan di Indonesia. Kurang adanya kepastian 

hukum karen a benda yang dikenakan jaminan fidusia tetap berada dalam 

penguasaan pemberi fidusia, sehingga kemungkinan dialihkan atau difidusiakan 

Jagi kepada orang lain sangat besar. 

Oapat dimengerti proses penjaminan fidusia adalah lebih murah dan 

mudah. Karena dalam fidusia berlaku 3 fase proses perjanjian yaitu : 

1) Perjanjian Obligatoir 

Oi an tara para pihak terjadi perJanJlan obligatoir plllJam-memtnJam uang 

dengan jaminan fidusia. Fidusia sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian 

pokok, sehingga bila perjanjian pokok hapus, maka peIjanjian fidusia itupun 

hapus. 

2) Perjanjian Kebendaan (ZakeJijk Overeenkomst) 

Diadakannya penyerahan bend a dari debitur kepada kreditur secara 

constitutum possessorium, artinya walaupun hak milik telah diseahkan 

kepada kreditur, secara fisik benda tersebut dalam penguasaan debitur tidak 

diserahkan kepada penerima fidusia. 

3) Perjanjian Pinjam-Pakai 

Benda yang dijadikan jaminan dipinjam pakai oleh debitur. Jadi debitur 

hanya sebagai penyimpan benda tersebut bukan sebagai pell1ilik. 

Oari fase-fase tersebut dapat dinyatakan bahwa setelah pembuatan akta jaminan 

fidusia maka dilakukan penyerahan surat-surat kepemilikkari pemberi fidusia atas 

obyek jaminan dan setelah itu obyek tersebut tetap dikuasai dan djgunakan oleh 
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pembcri fidusia. Schingga tanpa harus dilakukan pcndaftaran jaminan fidusia . Hal 

inilah yang menyebabkan lebih hemat uang, waktu dan lebih mudah. Dan bagi 

pernberi fidusia dapat segera Illemperoleh LIang L1ntuk digunakan menjalankan 

usahanya. 

Untuk itulah penerima fidusia memandang bahwa jaminan fidusia tersebut 

mengundang resiko yang cukup besar, mengingat tidak adanya kewajihan 

pendaftaran jaminan fidusia. Maka dilakukanlah cam-cara untuk meminimalkan 

reslko terse but yakni bank sebanyak mungkin membuat berbagal dokumen L1ntuk 

melindlmgi kepentingarmya. Antara lain mclakukan pendataan atas benda-bcnda 

yang dijaminkan secara jelas dan lengkap dalam daftar perincian benda-bend a 

jaminan. Bersamaan dengan akta fidusia terdapat juga akta kuasa menjual, 

mcnyerahkan atau mengeJola benda yang bersangkutan. Yang lain juga biasanya 

dibarengi dengan akta bahwa telah terjadi pcnyerahan kepemilikkan kepada 

debitur, dan bukti-bukti kepemilikkan diserahkan kepada kreditur dan kcpada 

debitur diberikan hak pinjam dan wajib memelihara benda tersebut. Akta 

pengaman lainnya yaitu pcngenaan asuransi atas obyek jaminan yang pemberian 

klaim asuransinya diserahkan kepada kreditur. 

Menurut UU Jaminan Fidusia bahwa perjanjian jarninan fidusia tersebut 

harus berupa aktajamlnan yang dibuat di hadapan notaris (pasal 5). Ketentuan ini 

agak bertentangan dengan pasal 2 yang Illenyebutkan bahwa jalllinan fidusia 

berlaku terhadap seluruh perjanjian yang dibuat, termasuk dalam pasal ini adalah 

perjanjian yang dibuat di bawah tangan. Disisi lain ketentuan bahwa akta jaminan 

fidusia tersebut harus berupa akta notaris maka akan menyulitkan dalam hal 
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penggunaannya. Karena pemberi fidusia harus mengeluarkan biaya yang lebih 

cc:;:::.r c:::.larr: rangka mcmbuat akta jaminan fidusia tersebut. Ketentuan tersebut 

sebenamya merupakan ketentuan yang lebih mundur dibandingkan dcngan 

praktek fidusia yang sering digunakan oleh golongan ekonomi lemah. Dan pada 

umumnya akta jaminan fidusia yang dibuat oleh mereka adalah akta yang dibuat 

di bawah tangan. 

Kemudian dalam UU Jaminan Fidusia mcngcmukakan bahwa benda yang 

dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor pendaftaran 

fidusia yang terIetak di Indonesia (pasal 11). Dan pendaftaran tersebut berlaku 

pula terhadap obyek jaminan yang berada di luar negeri. Di pasal ini terdapat 

kcrancuan kata-kata yailu bila dibandingkan dcngan judul bagian kcdua yakni 

"pendaftaran jaminan fidusia", dan sepcndapat dengan pendapat Sutan Remy 

Sjahdeini bahwa sebaiknya rumusan yang didat1:arkan adalah bukan bendanya, 

mclainkan yang dilakukan pendaftarannya adalah tcrhadap jaminan fidusianya24
, 

karena kalau hanya pada benda yang dijaminkan fidusia saja, maka akan 

mcngalami kesulitan dalarn hal pendaftaran terhadap benda-benda pcrscdiaan. 

Karena jumlah, jenis dan rnercknya dapat bcrubah dari waktu ke waktu. Apabila 

digunakan kata-kata "jaminan fidusia wajib didaftarkan" maka akan menyangkut 

pula benda-benda yang tertulis dalam akta fidusia . 

Permohonan pendaftfmm jaminan fidusia tcrscbut dilakukan oleh penerirna 

tldusia, kuasa atau wakilnya dengan mclampirkan pcmyataan pendaftaran tidusia 

yang memuat : 

24 Sutan Remy Sjahdcini II . Qp.Cit. hal. 44 
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1) ldentitas pihak pemberi dan penerima fidusia; 

2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris 

yang membuat akta jaminan fidusia ; 

3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 

4) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; 

5) Nilai penjaminan; 

6) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 

Kantor pendaftaran fidusia setelah mencatat jaminan fidusia tersebut dalam buku 

daftar fidusia pad a tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohoanan 

pendafataran, kemudian menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia 

berupa sertifikat jaminan fidusia yang berisi hal-hal seperti dalam pernyataan 

fidusia yang telah dibuat. Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan 

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum yang tetap. Alasannya karena untuk mempercepat proses pelunasan utang 

pemberi fidusia diperlukanlah tindakan yang cepat dan tidak bertele-tele dalam 

hal eksekusi obyek jaminan tanpa harns melalui proses persidangan yang 

menempuh waktu yang lebihlama. 

Dari kctentuan pasal 16 bahwa dalam perubahan mengenai hal-hal yang 

tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia maka penerima fidusia wajib 

mengaj ukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor 

pendaftaran fidusia. Kemudian dalam ayat 2 menegaskan bahwa perubahan 

tersebut dicatat dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan 

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia . 
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Ada kesulitan yang rnuncul dari ketentuan tersebut karena dalarn 

penjelasan pasaInya tidak diberikan batasan benda-benda apa saja yang term as uk 

perubahan terrnasllk perllbahan tersebut. Dengan demikian benda persediaan 

termasuk juga dalam hal perubahan tersebut. Padaha! benda persediaan berubah 

setiap ,vaktu, baik jurnlah, jenis dan rnerk. Dalam praktek perbankan benda-

benda persediaan dan benda perdagangan selalu diikat oleh bank dengan jaminan 

hldLlS;" ·' .... ·lkl·la b'""nda b'""nd" ;",rs,.,.1-,ld ,1;1-,;a· ""1· ({'""ng"'" ! .. r "",d;; l"V"1"d"I k .... r ;.:\25 .1 iU UI-lL U \".I (. - v U lv" \...IV ·Il '-.Llua J" \..>1 (.tIl ,-'''''' IL ltV U \.II,.)\, . 

Adanya kewajiban pendaftaran benda persediaan tersebut akan menyulitkan bank 

dalarn rnelakukan pencatatan atas benda jarninan tersebut. Seperti yang dikatakan 

oleh Rizal Siregar, staf kredit di BNI 1946 cabang UNAIR, bahwa kesulitan 

mengenai UU Jaminan Fidusia terscbut adanya kewajiban untuk melakukan 

pendaftaran atas benda-benda persediaan. Karena benda persediaan seperti mur 

atau baut yang dijarninkan o!eh pemberi fidusia itu jumlahnya sangat banyak dan 

kesulitan dalam melakukan penghitungan jumlah barang-barang tersebut. 

Kantor pendaftaran fidusia pun akan mcngalami kesulitan yang serupa 

apahi!a diwajibkannya pendaftaran jaminan fidusia hagi benda persediaan. 

Karena perubahan benda tersebut berlangsung setiap han , rnaka yang terjadi 

adalah Kantor pendaftaran tidusia akan disibukkan o!eh pencatatan perubahan 

tersebut saja. Dan perubahan tersebut dalam sehari bisa terjadi berkali-kali, selain 

itu banyaknya debitur bank dan banyaknya bank di indonesia beserta cabang-

cabangnya akan lebih menyulitkan Kantor pendaftaran jaminan fidusia . Ketentuan 

pasal 16 d~l~m h~! ini ~dalah tidak sesuai dengan keinsrinan dalam memberikan 

25 Sutan Rcmy Sjahdcini 11 . 0 0. Cit. Hal. 45 
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kemudahan dalam praktek jaminan fidusia. Seharusnya dalam pasal 16 tersebut 

pembuat UU membedakan antara benda persediaan dan benda lain, jadi benda 

persediaan dikecualikan dari ketentuan tersebut. Dan bila perubahan tersebut 

tetap dikenakan pada benda persediaan, sebaiknya disesuaikan dengan laporan 

persediaan benda oleh debitur dalam jangka waktu tertentu misalnya mingguan 

atau bulanan. 

Kekurangjelasan dalam hal pendaftaran Jamman fidusia tersebut 

mengakibatkan kekurangjelasan pula pada ketentuan yang lain . Seperti pada 

pasal 16 bahwa pembuat UU menegaskan benda persediaan termasuk dalam 

jaminan fidusia yang perubahannya wajib didaftarkan. Berkaitan dengan 

ketentuan tersebut menurut pasal 20 bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti 

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia daJam kekuasaan siapapun, kecuaJi 

pengalihan atas benda persediaan. Dalam penjelasan pasalnya disebutkan adanya 

azas droit de suite pada huhun benda yang terjadi juga dalam ketentuan ini. Jadi 

di satu sisi ketentuan pasal 16 tidak membedakan benda persediaan dengan benda 

lain, tetapi di sisi lain mengadakan pengecuaJian atas pengalihan benda 

persediaan sebagai obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini menjadi tidak jelas 

dalam pelaksanaannya nanti. Dan dapat menimbulkan interpretasi yang luas di 

kalangan pelaku usaha. 

Sekali lagi pembuat UU tidak berlaku konsisten dalam menerapkan 

ketentuan-ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia. Dalam pasal 23 (2) bahwa 

pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada 

pihak lain . .. yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan 
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tertulis dari penenma fidusia. 1ni menunjukkan bahwa dalam melakukan 

pengalihan, menggadaikan atau menyewakan obyek jaminan fidusia khusus 

benda persediaan tidak memerlukan persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari 

penerima fidusia. Dengan demikian penerima fidusia dapat saja tidak mengetahui 

bahwa perubahan obyek jaminan fidusia tersebut telah terjadi . Sehingga bank 

tidak tahu akan perubahan tersebut termasuk data benda yang berubah. Padahal 

pasal 16 menyebutkan perubahan mengenai obyek jaminan fidusia mengcnai 

benda persediaan tersebut dilakukan oleh penerima fidusia dengan mengajukan 

permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia. 

Sehingga ketentuan ini kurang memberikan kepastian hukum bagi penerima 

fidusia. 

Dalam penjelasan Utnum UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa termasuk 

dalam obyek jaminan fidusia yaitu benda dalam persediaan (inventory) dan benda 

dagangan. Adanya pemisahan antara benda persediaan dan benda perdagangan 

(benda dagangan). Kerancuan terjadi karena pad a pasal 21 (1) disebutkan "henda 

persediaan ", sedangkan dalam penjelasan umum butir 3 disebutkan "henda 

dalam persediaan ". Kemudian dalam pasa\ 3] digunakannya "henda 

perdagangan" dan di penjelasan umum digunakan "benda dagangan". Kedua 

perbandingan tersebut menunjukkan ketidakcocokkan an tara ketentuan yang satu 

dengan yang lainnya. Batasan mengenai benda persediaan dan benda 

perdagangan tidak dijelaskan dalam UU tersebut. Dalam dunia perdagangan 

batasan mengenai benda persediaan dan benda perdagangan pun dapat 

bermacam-macam. Dapat diberikan sebagai perbandingan yakni batasan benda 
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persediaan meliputi seluruh benda yang dimiliki oleh perusahaan yang 

diharapkan dapat dijual dalam siklus operasi nonnal perusahaan26
. Yang lain 

adaiah batasan benda persediaan tersebut merupakan bahan baku sedangkan 

bt:nua pt:rdagangan adaiah hahan jadi yang siap untuk dipasarkan. JaUl 

seharusnya pemhuat UU memberikan batasan yang jelas mengenai benda 

persediaan dan benda perdagangan agar ketentuan tersebut mudah dimengcrti dan 

dilaksanakan oleh pelaku usaha. 

Ketentuan dalam pasal 21 (I) bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan 

benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sebaiknya bila pembuat 

UU konsisten memisahkan antara benda persediaan dan benda perdagangan maka 

datam pasal tersebut dicantumkan juga kata-kata "benda perdagangan". 

Dihubungkan dengan pendaftaran fidusia, dapat dijelaskan bahwa ketika 

penerima fidusia mendaftarkan obyek jaminannya, disertai pula dengan daftar 

bcnda yang mcnjadi jaminan fidusia. Bisa jadi ketika tidak diberikan batasan 

mengenai benda persediaan, maka tidak akan diketahui benda seperti apa yang 

menjadi benda persediaan atau benda perdagangan. Dan bila terjadi sengketa 

rnengenai benda persedjaan, bisa saja para pihak tersebut rnendalilkan bahwa 

benda tersebut bukanlah benda persediaan, melainkan benda perdagangan atau 

benda dagang. 

Menurut pasal 18 bahwa segala keterangan mengenai benda yang menjadi 

obyt:k jaminan fidusia yang ada di Kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk 

2(, Horngren, et.al\' Akuntasi Di Indonesia. Salemba empat Jakarta. 1997. Hal 222 
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ull1um. Ketentuan ini ll1enunjukkan bahwa tujuan diadakannya pendaftaran 

jaminan tidusia adalah untuk mell1pllblikasikan kepada ll1asyarakat bahwa telah 

terjadi pembebanan jaminan fidusia atas sllatu benda. Jadi disini berlaku azas 

publisitas, yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga dan 

mernberikan kepastian hukum bagi para pihak. Karena bila setelah diumumkan, 

ternyata ada pihak-pihak yang dirugikan alas pembebanan jaminan fidusia 

tersebut dapat mengajukan keberatannya. 

Ketentuan lain yang esensiil bagi pendaftaran jaminan fidusia adalah 

mengenai dibentuknya kantor pendaftaran fidusia. Sampai saat penyusunan bahan 

skripsi ini kant or tersebut be\um didirikan di Indonesia. Hal ini menjadi halangan 

bagi adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Karena para pihak akan 

mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran tersebut dan cara sebelum 

berlakunya UU Jall1inan Fidusia akan tetap digunakan, oleh kreditur. Selain itu 

bila dihubungkan dengan pasal 37 menyatakan bahwa selambat-Iambalnya 60 

hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian 

jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan daiam undang-undang tersebut, 

kecuali mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia. Jadi seharusnya 

dengan adanya ketentuan ini maka kantor pendaftaran fidusia harus didirikan 

segera di selulUh daerah, baik tingkat I maupun tingkat 11 , karena dipastikan 

jumlah kreditur dan debitur yang sangat banyak, terutama masyarakat golongan 

ekonomi lemah sebagai pengguna dari jaminan fidusia . Ketentuan pendaftaran 

jaminan fidusia yang harus didaftarkan ke Jakarta akan menambah beban biaya 

penerima fidusia dan hal ini tentu s~a mcrugikan mcrcka. 
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM 

JAMINAN FIDUSIA 

Dengan adanya kesepakatan para pihak untuk mernbuat perjanjian kredit, 

maka telah tercipta adanya perikatan dari para pihak tersebut. Hal terpenting dari 

perjanjian yang dibuat adalah adanya ketentuan-ketentuan yang tidak merugikan 

para pihak dalam perjanjian tersebut. Termasuk perjanjian kredit yang disertai 

dengan jaminan fidusia . Yang diharapkan dari kreditur dan debitur bahwa adanya 

perlindungan hukum bagi mereka dalam rangka melaksanakan perjanjian tcrscbut. 

Dan dengan Undang-undang Jarninan Fidusia itulah harapan dari para pihak 

tersebut dapat terpenuhi . Namun demikian tcrnyata ada berbagai ketentuan dalam 

undang-undang tersebut yang kurang memberikan perlindungan hukum bagi para 

pihak. 

1. Pengawasan Bank terhadap Obyek Jaminan Fidusia 

Setiap perjanjian kredit terutama yang discrtai dengan jaminan dari debitur 

harus dilakukan adanya pengawasan dari bank terhadap pelaksanaan perjanjian 

tersebut. Untuk rnemastikan bahwa debitur telah menggunakan kredit yang telah 

diberikan oleh bank sesuai dengan tujuan dalam perjanjian kredit. Dengan 

dcmikian bank akan memberikan krcdit tersebut seluruhnya kepada debitur. 

Pengawasan tersebut diperlukan juga agar kreditur dapat rnengetahui hasil 

usaha dari debitur yang dibiayai oleh kredit tersebut. Apakah mengalami kesulitan 
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ataukah peningkatan, sehingga bank dapat memperkirakan kriteria pengembaJian 

kredit tersebut. 

Dalam jaminan fidusia pengawasan terhadap benda jaminan tersebut 

sebenarnya merupakan suatu keharusan. Karena dengan benda jaminan yang tetap 

berada di dalam kekuasaan debitur, mak:l dimungkinkan benda jaminan tersebut 

akan rusak atau dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan bank 

Resiko tersebut akan berpengaruh terhadap pelunasan utang. Karena 

tentunya benda jaminan yang seharusnya dipeq;,runakan sebagai pelunasan utang 

debitur, apabila terjadi wanprestatie oleh debitur dan benda jaminan telah 

dialihkan atau rusak maka tingkat pengembalian utang akan semakin mengecil 

jumlahnya. 

Berkaitan dengan adanya perjanjian kredit dengan disertai jaminan. Bank 

Indonesia mengharuskan kepada seluruh bank untuk menjaiankan pengawasan 

terhadap agunan dengan baik sebagai perwujudan dari prinsip kehati-hatian bank. 

Agar terciptanya pekreditan yang sehat dan diharapkan bank dapat melakukan 

pengawasan yang ketat terhadap benda jaminan karena dengan adanya agunan 

yang terpehhara dengan baik saja dalam praktek bank mengalami kesulitan untuk 

mencairkan benda jaminan tersebut. Apalagi benda jaminan tersebut telah hi lang 

29 atau rusak . 

Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia oleh penerimafidusia, 

maka selanjutnya penerima fidusia melakukan pengawasan terhadap obyek 

jaminan fidusia. Undang-undang Jaminan Fidusia tidak mengatur mengenai cara-

19 Wawancara dengan Mamall S., stafkredit Bank Indonesia Surabaya, 20 Juni 2000 
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cara dalam melakukan pengawasan tersebut. Sehingga bank dalam prakteknya 

tetap menggunakan pengawasan yang telah dilakukan sebelum keluarnya Undang

undang tersebut. 

Dalam melakukan pengawasan bendajaminan, maka bank dalam membuat 

perjanjiannya dengan debitur mewajibkan debitur untuk membuat laporan 

mengenai keadaan barangjika bank memintanya. Dan bank senantiasa melakukan 

pengecekan ke tempat barang jaminan tersebut berada. Adanya laporan tersebut 

sebagai salah satu sarana untuk menunjang sistem perbankan dan perkreditan 

yang sehat. Di satu sisi bank dapat memberikan penilaian tindakan apa yang akan 

diiakukan apabila benda jaminan berada dalam kondisi yang rusak. Dan bagi 

Bank Indonesia sendiri laporan mengenai agunan tersebut dipergunakan untuk 

mengatur seluruh debitur agar perkreditan di Indonesia tertata dengan baik dan 

tingkat pengembalian utangnya cukup tinggi . Sehingga kondisi perbankan akan 

semakm balk. 

Kesulitan pengawasan terJadl ketlka benda jaminan tersebut berupa benda 

persediaan atau benda perdagangan. Dalam praktek benda perdagangan 

merupakan benda bergerak apa saja yang dapat diperdagangkan, misalnya : obat

obatan, bahan bangunan dan bah an pakaian. Benda-benda tersebut setiap saat 

dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan dari orang yang satu ke orang 

yang lain. Sehingga pengawasannya akan dilakukan ketika pertama kali benda 

tersebut dijadikan jaminan fidusia oleh pemberi fidusia. Apabila pemberi fidusia 

telah melakukan pengalihan benda jaminan tersebut, maka penerima fidusiapun 
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akan melakukan pengawasan ke tempat atau orang lain yang menguasai benda 

tersebut berada. 

Proses yang demikian dirasakan oleh bank menyulitkan dan menyibukkan 

bank. Bank setiap harinya hanya akan disibukkan oleh pengawasan dan 

pencatatan atas berpindahnya benda jaminan tersebut. Dan dialihkannya benda 

persediaan atau benda perdagangan tersebut disesuaikan dengan cara dan prosedur 

dalam usaha perdagangan, seperti yang dikatakan oleh pasal 21 Undang-undang 

Jaminan Fidusia..Tadi dapat dipastikan bahwa benda jaminan akan beralih setiap 

waktu karena setiap waktu tersebut akan terjadi suatu jual-beJi atau penyewaan 

' 0 barang" . 

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa dengan pemberi ('idusia 

mengalihkan benda persediaan, maka benda jaminan tersebut harus diganti 

dengan obyek yang setara dengan benda tersebut. Bila benda jaminan berupa mur 

sejumlah 5000 buah dengan kualitas A, maka ketika terjadi pengalihan benda 

jaminan tersebut pun harus diganti dengan mur yang berkualitas A. 

Hal tersebut tentunya akan menambah pekerjaan bank untuk meneliti 

kembali apakah benda jaminan yang diganti tersebut memang setara dengan 

benda jaminan sebelumnya. Adanya penelitian dan pencatatan ini diperlukan 

dalam hal penenma fidusia harus mengajukan permohonan pendaftaran atas 

perubahan mengenat hal-hal yang tercantum daJam sertifikat jaminan fidusia 

(pasal 16 ayat 1). 

30 Wawancara dcngan Adi, ~taflegal Bank Lippo Cab. Bandung, tanggal I Juli 2000 
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Oalam mengantisipasi ketentuan tersebut, maka pihak bank menjadikan 

benda persediaan atau benda perdagangan tersebut sebagai jaminan tambahan saja 

dari perjanjian jaminan yang telah dibuat. Jaminan pokoknya sendiri slldah ada 

dan biasanya bcrupa benda tidak bergerak. 

Seharusnya sesuai dcngan uraJan da·lam bab n, bahwa benda persediaan 

dan benda perdagangan tersebut diperkecuaiikan dari keharusan pencatatan atas 

perubahan sertifikat jaminan fidusia. Karena sebenarnya tidak ada hal yang 

berubah dalam sertifikat jaminan fidllsia tersebut, karena benda jaminan yang 

teiah diahhkanpun te1ah diganti dengan obyek jaminan yang setara. 

2. Fidusia Ulang 

Oalam praktek jaminan fidusia, sering pemberi t1dusia membutuhkan dana 

yang ternyata lebih besar dari kredit yang telah diperolehnya dari kreditur 

(penerima fidusia) untllk menja1ankan usahanya. Dan demi memperoleh dana 

yang lebih besar atau banyak tersehut, maka pemberi fidusia melakukan 

penjaminan kembali atas obyek jaminan fidusia tcrscbut kepada pihak lain sebagai 

kreditUi kedua. Dengan demikian pihak ketiga tersebut berkedudukan sebagai 

penerima fidusia kedua. 

Sebagaimana diketahui bahwa jaminan fidusia belum pe.rnah diundangkan 

dan hanya didasarkan pad a yurisprudensi , maka mengenai fidusia ulang juga 

beriaku hai yang sarna. Yakni ketentuan mengenai boich atau tidaknya fidusia 

ulang ter~c:but masih didasarkan pad a yurisprudensi. Bagi penerima fidusia je]as 

tindakan pemberi fidusia tersebut merugikannya. Karena apabila terjadi eksekusi 

terhadap obyek jaminan akan timbul masalah yakni pihak manakah yang berhak 
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atas benda jaminan debitur ? apakah penerima fidusia pertama ataukah penerima 

fidusia kedua. Bagi penerima fidusia keduapun akan mengalami kerugian karena 

bila benda jaminan tersebut diperuntukkan bagi pelllnasan utang kreditur pertama, 

maka penerima fidusia kedua tersebut tidak akan memperoleh piutangnya dari 

pemberi fidusia. 

Dari yurisprudensi Belanda yaitu Arrest Hoge Raad tanggal 21 Mci 1953 

(Sio Arrest), dapat diketahui kasusnya adalah sebagai berikllL De Jong 

meminjamkan uangnya kepada Pellschgens dengan benda jaminan secara fidusia . 

Peuschgens melakukan fidusia ulang kepada Sio. Dan timbullah wanprestatie dari 

Peuschgens yang kemudian antara De jong sebagai penerima fidusia pertama dan 

Sio sebagai penerima fidusia kedua dengan permasalahan mengenai siapakah 

yang berhak atas bcnda jaminan fidusia tcrscbue l
. Yurisprudcnsi tersebut 

menegaskan bahwa fidusia ulang adalah dilarang. Dengan demikian fidusia tidak 

dapat dibcrikan kepada dua penerima fidusia. Jaminan fidusia yang diserahkan 

kepada penerima fidusla yang pertama adalah sah dan yang diserahkan kcpada 

penerima tidusia yang kedua adalah bata!. 

Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur mengenm fidusia uiang 

tersebut dalam pasal 17. Yakni pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang 

terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Tidak 

dimungkinkannya fidusia ulang tersebut karena hak kepemilikkan atas obyek 

jaminan fidusia teiah berpindah dan pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Hal 

ini sudah sesuai dengan arti dan fidusia yang merupakan penyerahan hak milik 

31 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani . Op. Cit. Hal. 143 
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secara kepercayaan (J"iduciare l~'igendom Overdrachl ). Maka pemberi fidusia 

tidak dapat secara bebas untuk melakukan fidusia ulang atas obyek jaminan, 

melainkan harus sepengetahuan dari penerima tidusia. 

Yang kemudian menjadi masalah adalah ketika pemberi fidusia tetap 

melakukan fidusia ulang atas obyck jaminan fidusia tersebut. Undang-undang 

Jaminan Fidusia tidak mcngatur mcngenai upaya perlindungan hukum bagi 

kreditur dengan tidak ditaatinya ketentuan pasaJ 17. 

Dalam kenyataan yang ada, bank selaku kreditur akan mcngalami posisi 

yang lemah pad a saat pelunasan kreditnya. Termasuk dalam pelaksanaan 

perjanjian jaminan fidusia, yang obyek jaminannya di dalam penguasaan debitur. 

Justru debiturlah yang berada pad a posisi yang kuat, karena dengan menguasai 

obyek jaminan maka setiap saat dapat mengalihkan benda tersebut, tanpa 

sepengetahuan kreditur. 

Ketika obyek jaminan telah difidusiaulangkan oleh pcmbcri fidusia , maka 

bank akan mengalami kerugian yang besar apabila tidak adanya perlindungan 

hukum yang memadai. Selain akan menimbulkan masalah ketika dilaksanakan 

eksekusi dari kreditur lain yang melakukan gugatan atas haknya melalui 

pengadilan yang akan menambah biaya pengeluaran operasional bank untuk 

mempertahankan hak preference yang dimilikinya. Obyek jaminan juga dapat 

dipindahkan ke kekuasaan penerima fidusia kedua dengan cepat dan mudah, 

terutama berupa benda bergerak. Yang menurut pasal 1977 BW bahwa terhadap 

orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Jadi sangat 

mudah untuk diaiihkan walaupun tanpa sura1-surat kepemiIikkan. 
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Sayangnya dalam ketetuan pasal 17, tidak mengatur mengenai upaya apa 

yang dapat dilakukan oleh penerima fidusia sehubungan dengan dilakukannya 

fidusia ulang oleh pemberi fidusia. Termasuk akibat hukum apa yang mengikuti 

perbuatan tersebut. Kekuranglengkapan upaya perlindungan tersebut akan 

membuat kreditur khawatir bahwa dikcmudian hari akan te~adi fidusia ulang oleh 

pemberi fidusia. 

Kekuranglengkapan ketentuan fidllsia 1I1ang tersebut ditambah dengan 

ketiadaannya ketentuan yang menyatakan apakah perbuatan pemberi fidusia 

tersebut dapat dikategorikan wanprestatie ataukah bukan. Adanya ketentan 

wanprestatie sangat penting, karena dari hal terscbut kreditur dapat memperoleh 

perlindungan hukum yang jelas. Antara lain dengan mengajukan gugatan ganti 

rugi kepada pemberi fi dusia atas dilakukannya fidusia ulang. 

Pasal 17 mengandung hal yang harus ditaati oleh kreditur maupun debitur, 

walaupun dalam pe~janjian jaminan fidusia yang dibuat tidak rnencantumkan hal 

tersebut. Para pihak dianggap sepakat untuk melakukan perjanjian jaminan fidusia 

tersebut. Dan dari macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan tersebut ada 

3 macam yaitu32 
: 

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang~ 

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu ~ 

3. Perjanjian untuk tidak bcrbuat scsuatu. 

32 R. Subckti I. OR. Cit. Hal. 36 
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Secara khusus pasal 17 dimasukkan ke dalam perJanJlan untuk tidak berbuat 

sesuatu. Pemberi fidusia tidak boleh melakukan fidusia ulang atas obyek jaminan 

fidusia. 

Pernbuktian rnengenai adanya wanprestatie arnatlah penting, rnaka 

seharusnya ada ketentuan yang mengatur mengenai penetapan apakah pemberi 

fidusia tersebut telah mclakukan wanprestatie dan seharusnya Undang-undang 

Jaminan Fidusia juga mengatur mengenai perbuatan apa yang dapat dilakukan 

oleh penerirna fidusia apabila pernberi fidusia rnenyangkal wanprestatie tersebut. 

Dalam praktek memang tidak mudah untuk menyatakan debitur 

melakukan wanprestatie. Menurut Subekti wanprestatie debitur dapat berupa : 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang 

dijanjikannya; 

c. Mc1akukan apa yang dijanjikannya tetapi terlarnbat; 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

Yang mudah untuk rnenetapkan debitur melakukan wanprestatie adalah dalam hal 

debitur melakukan pcrbuatan yang tidak boleh dilakukannya. 

Sarna halnya dengan dilakukannya fidusia ulang oleh pemberi fidusia 

karena pemberi fidusia melakukan perbuatan yang seharsnya tidak boleh 

dilakukannya, rnaka pemberi fidusia tersebut melakukan wanprestatie. 

Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dapat diperlihatkan adanya upaya 

perlindungan hukum terhadap penerima fidusia. Bahwa penerima fidusia 

mempunyai hak mendahulu (preference) dalam hal pemenuhan utangnya 

/ 
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dibandingkan dengan kreditur lainnya. Yang berarti hasil eksekusi atas benda 

yang menjadi obyek jaminan ftdusia diserahkan kepada penerima ftdusia untuk 

mengambil pelunasan piutanbrtlya (pasal 27 ayat 1 dan 2). Eksekusi dilakukan 

apabila debitur melakukan wanprestatie atau cidera janji. Apakah dilakukannya 

fidusia ulang termasuk dalam kategori wanprestatie sehingga harus dilakukan 

eksekusi ? undang-undang tersebut tidak menjawabnya. 

Perlindungan hukum lainnya yaitu dalam pasal 28 yang menyatakan 

bahwa apabila tcrdapat lebih dari satu jaminan fidusia atas obyek jaminan fidusia 

yang sama maka pelunasan piutangnya didahulukan kepada penerima fidusia yang 

mendaftarkannya lebih dahulu di kantor pendaftaran jaminan fidusia. Ketentuan 

perlindungan ini justru tidak memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, 

karena ternyata berlawanan dengan pasal 17 Undang-undang Jaminan Fidusia 

yang melarang dilakukannya -ftdusia ulang namun dalam pasal 28 membolehkan 

dilakukannya fidusia ulang. 

Ketiadaan perlindungan hukum yang memadai dalam undang-undang 

tersebut juga dinyatakan dalam hal tidak adanya ketentuan yang menjelaskan atau 

mengatur mengenai akibat hukum apa dengan dilakukannya fidusia ulang 

tcrsebut. Apakah perjanjian jaminan fidusia tersebut bata1 demi hukum atau dapat 

dibatalkan. 

Beranjak dari hukum perJanJlan yang berlaku bahwa perJanJlan adalah 

suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua 
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orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal 33
. Perjanjian yang telah 

dibuat tersebut menimbulkan perikatan antara mereka yang membuatnya. 

Dari ketentuan pasal 1320 BW disebutkan bahwa untuk sahnya suatu 

perjanjian diperIukanlah empat syarat, yaitu : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 

3. Mengenai suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat-syarat subyektif. Dan syarat ketiga 

dan keempat merupakan syarat-syarat obyektif. 

Syarat subyektif mengatur mengenai orang-orangnya yang membuat 

perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat ini , membuat salah satu pihak mempunyai 

hak untuk meminta pembatalan perjnjian tersebut. Pihak yang dapat meminta 

pembatalan tersebut adalah mereka yang tidak cakap atau mereka yang 

memberikan sepakatnya secara tidak bebas atau dibawah tekanan pihak lain. 

Perjanjian tersebut mengikat para pihak selama tidak dimintakannya pembatalan 

kepada hakim. Perjanjian tersebut dinamakan vernietigbaar atau dapat 

dibatalkan34
. 

Syarat obyektif berhllbungan dengan perjanjian yang dibuat atau obyek 

dari perbuatan hukllm yang dilakukan. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi , 

maka perjanjian yang dibuat adalah batal demi hllkum. Dari awal tidak pemah 

33 R. Subekti 1. Loc. Cit. 

H1bid. hal. 10. 
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dilahirkan suatu petjanjian, sehingga tidak ada perikatan yang terjadi dari para 

pihak yang membuat perjanjian tersebllt. Maka tidak ada dasar dari para pihak 

untuk saling melakukan penllntutan di depan hakim. 

Dari adanya syarat obyektif bahwa perjanjian haruslah mengandung suatu 

hal tertentu. Jika tidak ada hal tertentu tersebut maka perjanjian yang dibuat tidak 

dapat dilaksanakan. Mengenai causa yang halal bahwa setiap perjanjian yang 

dibuat haruslah berisikan sebab-sebab yang halal. Ketiadaan sebab yang halal 

tersebut menyebabkan perjanjian tersebut tidak boleh dilaksanakan karena 

melanggar hukum atau kesusilaan35
. 

Dalam hal antara pemberi fidusia dan penerima fidusi·a telah tercipta 

suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Maka 

para pihak dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mematuhi ketentuan 

pasal 1320 BW tentang sahnya suatu perjanj ian. 

Ketika fidusia ulang dilakukan oleh pemberi fidusia, maka yang terjadi 

adalah adanya suatu pelanggaran atas perjanjian tersebut. Pemberi fidusia dapat 

dikatakan wanprestatie. Dalam Undang-undang Jaminan Fidllsia disebutkan 

bahwa fidusia ulang yang dilakukan oleh pemberi fidusia adalah dilarang. Dan 

karena pemberi fidusia tersebut tetap melakukan perbuatan yang telah dilarang 

tersebut, maka pemberi fidusia tersebut telah melanggar perjanjian. Dihubungkan 

dengan syarat-syarat obyektif dari sahnya suatu perjanjian, maka telah adanya 

sebab yang tidak halal dari perjanjian jaminan fidusia tersebut. Yakni telah 

dilanggamya ketentuan dalarn Undang-undang Jaminan Fidusia. Dengan 

35lbid. hal. 22. 
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demikian salah satu syarat obyektif yang harus terpenuhi tidak ada, sehingga 

jaminan fidusia tersebut adalah "batal demi hukum". Sejak semula peIjanjian 

tersebut tidak ada, dan segala keadaan harus dikembalikan ke keadaan semula 

sebelum peIjanjian jaminan fidusia dibuat. 

Ketentuan "batal demi hukum" atas fidusia ulang tersebut tidak terdapat 

dalam Undang-undang Jaminan Fidusia. Seharusnya untuk memberikan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat termasuk krcditur, ketentuan 

tersebut dicantumkan dalam Undang-undang tersebut. Mengingat apabila tidak 

dicantumkannya ketentuan batal demi hukum dalam Undang-undang tersebut 

maka para pihak akan menganggap bahwa tidak ada akibat terhadap perjanjian 

jaminan fidusia dengan dilakukannya fidusia ulang. Hal ini kurang memberikan 

perlindungan hukum kepada kreditur, karena obyek jaminan fidusia dapat saja 

sewaktu-waktu difidusiakan ulang oleh pemberi fidusia . 

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia yang 

temyata tidak memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam hal 

dilakukannya fidusia ulang oleh pemberi fidusia maka upaya perlindungan hukum 

yang dapat dilakukan oleh keditur adalah upaya perlindungan hukum secara 

preventif. Dengan cara yang dalam praktek yaitu dalam akta perjanjian jaminan 

fidusia dicantumkan bahwa benda jaminan tersebut telah dialihkan surat 

kepemilikkannya kepada kreditur dan bukti-bukti kepemilikkannya diserahkan 
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kepada kreditur yang kepada debitur diberikan hak pinjam-pakai atas benda 

tersebut dan wajib memelihara dan merawat benda tersebut
36

. 

Kepada kreditur pun dianjurkan untuk melakukan upaya perlindungan bagi 

obyek jaminan tersebut dengan cara menempelkan surat pemberitahuan pada 

benda jaminan tersebut yang menunjukkan bahwa benda tersebut adalah milik 

dari kreditur atau sebagai barang jaminan fidusia. Dengan demikian pihak ketiga 

yang beritikad baik akan mengetahui hal tersebut, dan tidak jadi untuk menerima 

tidusia ulang tersebut. 

Dengan dilanggarnya suatu perJanJlan maka kreditur akan mengalami 

kerugian . BW mengatur perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur 

melakukan wanprestatie. Dilakukannya fidusia ulang membawa akibat penilaian 

dari kreditur bahwa debitur mempunyai niat yang tidak baik dalam melaksanakan 

perjanjian kredit. Hal yang dapat menjadikan hambatan-hambatan bagi pelunasan 

pitang pada saat dilakukannya eksekusi obyek jalllinan. 

Menurut pasal 1239 BW bahwa apabila debitur melakukan wanprestatie, 

Illaka kreditur dapat Illengajukan ganti kerugian dalam bentuk biayalongkos-

ongkos yang telah dikeluarkan dalam perjanjian jaminan fidusia tersebut. Kreditur 

harus memilih apakah perjanjian jalllinan fidusia akan diteruskan atau tidak. 

Dalam kenyataannya perjanjian jaminan yang terhenti di tengah-tengah 

pelaksanaan perjanjian, akan membawa kerugian bagi kreditur maupun debitur. 

36 MUllir Fuady. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku kesatu. Citra Aditya 
Bakti . Bandung, 1996. Hal. 201 
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Khusus bagi kreditur akan memikirkan kembali apakah peT]anJIan kredit yang 

telah dibuat akan dibatalkan saja atau diteruskan. Mengingat agunan yang harus 

ada sudah tidak dapat diharapkan sebagai jaminan kredit, karena perjanjian 

jaminan tersebut telah batal del11i hukulll . Sehingga kreditur dapat saJa 

menghentikan petjanj ian kredit tersbut dengan alasan ketiadaan agunan. 

Dengan debitur melakukan wanprestatie dan perjanjian jaminan fidusia 

tersebut batal del11i hukul11, maka kreditur dapat mengajukan ganti kerugian dari 

debitur atas fidusia ulang tersebut. Atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam hal 

pelaksanaan petjanjian jaminan tersebut. Dengan demikian kreditur pun akan 

merasa terlindungi oleh hukul11 mengenai pemenuhan piutangnya dari debitur dan 

perbankan pun dapat berjalan dengan sehat untuk menunjang pembangunan di 

Indonesia. 
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1. KesimpuJan 

BABlV 

PENllTllP 

a. Pada saat ini walaupun Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 telah hampir 

satu tahun hadir di Indonesia, akan tetapi masih banyak ketidakpastian hukum 

dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia, 

bagi benda persediaan. Sehingga pelaksanaannya dalam praktek perbankan 

kuranglah optimal. Hal tersebut disebabkan adanya ketentuan yang kurang 

jeJas mengenai batasan dari benda persediaan dan benda lain . Belum 

berdirinya kantor pendaftaran jaminan fidusia juga membuat hambatan bagi 

pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia. Sehingga perkembangan jaminan 

fidusia ini akan terhambat. 

b. Ketentuan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia temyata kurang 

memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam peIjanjian jaminan 

fidusia. Dalam hal pengawasan terhadap benda persediaan atau benda 

perdagangan bank mengalami kesulitan waktu dilakukannya pencatatan atas 

benda jaminan tersebut karena beralihnya benda tersebut setiap hari .. 

Kemudian dalam hal pemberi fidusia melakukan fidusia ulang atas obyek 

jaminan fidusia, tidak jelas upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh 

kreditur terhadap perbuatan tersebut. Juga tidak dijelaskan apakah fidusia 

u)ang tersebut termasuk wanprestatie atau bukan. Dan juga ketiadaan akibat 
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yang timbul terhadap perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Fidusia ulang 

tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia yang 

melarang dilakukannya fidusia ulang. Maka fidusia ulang tersebut sebagai 

suatu sebab yang tidak halal dalam syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan 

demikian perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat obyektif yang harus 

terpenuhi dalam suatu perjanjian. Dan akibatnya perjanjian jaminan tersebut 

adalah batal demi hukum. Upaya dari kreditur adalah membuktikan bahwa 

debitur telab melakukan wanprestatie. Dengan demikian dapat pula 

mengajukan gugatan ganti kerugian kepada debitur atas biaya yang telah 

dikeluarkan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. 

2. Saran 

a. Agar dalam merumuskan ketentuan yang mengatur mengenai benda 

persediaan sebagai benda jaminan fidusia diatur pula mengenai batasan atau 

pengertian dari benda persediaan tersebut. Sehingga para pibak dalam 

melakukan pendaftaran jaminan fidusia tidak akan mengalami kesulitan. Dan 

kegiatan kredit dalam perbankan pun akan mengalami kemajuan yang pesat 

sehingga dunia perkreditanpun akan semakin sehat. 

b. Agar perlindungan hukum terbadap para pihak dalam perJanJlan Jamman 

fidusia lebih dijelaskan. Diaturnya cara-cara pengawasan yang baik terutama 

terhadap benda persediaan atau benda perdagangan dan diaturnya akibat

akibat hukum yang terjadi dengan dilanggarnya suatu ketentuan mengenai 

dilakukannya fidusia ulang terhadap obyek jaminan fidusia. Serta Dengan 
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demikian para pihak dalam jaminan lidusia akan merasa aman dan tenang 

karena ketentuan tersebut dengan jelas. 
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Halaman 
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UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONESIA 

NOMOR 42 TAHUN 1999 

TENTAN(; 

JAMINAN f')OlJSIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAnA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

1. UNDA NG-UNDANG REPUBLIK INDONES IA Menimbang a. bahwa kebutuhan y~lng sangat besar dan 
terus m~ningka t bagi dunia usaha at as 
tersedianya dana , perlu diimbangi dengan 
adanya ketcntu<ln hukum yang jelas dan 
lengkap yang mengatur mengenai lembaga 
JalTIlnan; 

NOM OR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMIN AN 
FIDUSIA ............... .... .... ......... ............. ~ .......... ... ...... .... . 

2. PENJELASAN UNDANG-UNDANG REP UBLIK 
INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG 
JAMINAN FIDUSIA ...... .... ............ ...... ... ...... .. .. .. ... ... 20 

VIII 

b. bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu 
bentuk lembaga jaminan sampai . saat lOi 
masih didasarkan Dada yurisprudensi dan 
belum diatur dal am peraturan perundang
undangan secara Jengkap dan komprehensif; 

C. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum 
yang dapat lebih memacu pembangunan 
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Men.8i.ngat 
.-:':._1' • 

~ ." '.... , 

1Iu.3IVII"1 'Jill UIltUK menJamm kepastian 
hukum serta mampu ,memberikan perlin
dungan" hukum bagi pihak yang berkepen-

,,- , ~,t " 

tingan~ Inaka perlu dibentuk ketentuan yang 
lengkap ~~ngenaj Jaminan Fidusia dan 
jaminan tcrsebut perlu didaftarkan pada 
Kantor Pendaftaran Fidusia; ...• 

:r , "l,": _'-- ... -',., _ t.. .::~. "-:.;: ' ....... :. 

.. 'd. 'bahwa berdasarkan' pertimbangan sebagai
mana ,, }iiJU~';lq dalam huruf a, b, dan c 
dipandang pedu" membentuk Undang-undang 
tentl(lg 'Ja,minan. Fidusia; .. 

: Pasal S ayat P), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 
": 33 "Undang:'Urtdang ' Dasar "194S; , .. ~ 

L 

i 1 t"J, ~ t' To I I • 

\:'1 ! f'~:'; ~~ .. 

.,,,,.6 "i.-

-. - ''''''I F r 
.. ;.. ... --1 ... 1--Pasal 1 ~ . .t~.:.~".' 

',Dal§ . Und~g-un'dang ini yang dimaksud dengan: 

2 

Q) Fidusia adalah pengalihan ' hak kepemilikan suatu~binda 
atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bah'!Y,f,!benda 
yang hak kepemilikannya .diaUhkan tcrsebut ,leC.p:..cfalam 
penguasaan pemilik ~nda: _ \:. : 

® ,Jaminan Fidusia adal~ hak jaminan atas bend. bergerak 
baik yang berwujud maupuo yao& tidak hc[W)Uud . dao 
benda tidak bergerak khus'!soya bangunan yang" tidak . 
dapat dibebaoi hak tangguogan sebagaimapa dimaksud 

,f. dalam Uodang-undang NomorA ,Tahun 1996 tentang Hak 
. Tanggungan 'yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi 
Fidusia, sebagai agunan _ bagi peJuoasan utang- tertentu, 
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kcpada 

, . Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. 

3. Piutang adaJah' hak untuk menerima pembayar~, .. :"· 

4. Benda adaJah segal a sesuatu yang dapat dimiliki dan 
dialihkan, baik yang bervrojud maupun yang tidak berWujud, 

yang terdaf~ar~~.al,1p}ln y~n~ },i~~ ~efd,~ftar, yant~rJ~r¥ 
maupun yang tak bergeiak yang tidaIC Ciapat ,dibebani hak 

~1i.ill~ggungari-fatau;!hipotek; ·~~_~f!tt~;':"'4r. 
t ..s.,.! .. # ... _ .~ ~ . ' l , .~l-,n;"'--.r· rA ~~r-~,.;:yi :-rJ _ .:rn t -:-":~ .. "' · • 
. S. Pemben Fldusla adal~oiang perseo~ngan atauJ corporasl 
, pemilik, Benoa - yang! nienjadi objek Jaminan ~~~a. 

6. Penerima Fidusia adalah orang ~rseorangan atau..,korporasi 
" - .. t_\ '*,j- . ... - .t...-.....---. .s:bw _.- .... ~ .... \--- ' 

yang meinpunyai piutang yang ~pembayarannya-" dijanlln 
I '. ~.<t 4. ~'IQor1'. • ..~.t-.! .. 

dengan Jaminan Fidusia. 
I • .-. '')0: L~ ~ -

7. Utang adaJab kewajiban ' yang dinyatakan atau 'dapat 
dinyatakan dalam jumlah uang baik dalanl . mata-~ uang 

Indonesia atau mata uang lainnya, baik sec~~ .1angsung 
maupun kontinjen. 

3 

---!.--- --- -:--- --
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.." _=.."UhO, ~aUIUIi pm"'" ydllg Illclllpunyal plutang Jcarepa 
., perjanjian atauundang-undang. 

9. ' Debitoi: adalah I pihak yang mempunyai utang karella 
perjanjian atau undang-undang. 

10. 'setiap Orang adalah orang perseorangan at au ·korporasi. 

BAB II 

. RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
:"1 .-

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap pecJanJlan 
yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan 
Fidusia. 

\ G' 
Pasal 3 

~:' i 

Undang-undang ~i ' tidak berlaku terhadap : 
,'. ~ I ~.. 'fIl) ,A',I"l ~ <),: . . , '1 ....... 

a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan ~ah dan bangunan. 
.. • sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku 

I "-~: menentukan Jalnin'an ! atas benda~benda terSebut wajib 
- ". . '-'-'1(' -- . .. . ,~ - d'd-A _ :':' tl-,,;: ",- _~t\.. # l1 .. ;.- __ ~t, . ' . .:.!_ 4 ..... :..; oL" .. 

1 iUUU-, ',~ ... ~~ :.. 

'b~: 'f HipOtek'at~kii{af'yang1:terdaftaC de-ngari'is( kot6r beriIkuran 
''''

h o20 (dua puluhf M3"'a(au lebih;",'" . '1., :> " • ' 

S-~t ~?t~. . .'·,t1':' ,f~ ,l ~ -, t 

c. Hipotek . atas pesawat terbang; dan 
" !..... ,+ • .I!' ~! 

d ; . Gadai. .. 

4 

BAB III 

PEMBEBANAN, PENDAFTARAN,PENGALIHAN, DAN 
HAPUSNY A JAMINAN FIDUSIA 

Baglan Pertama . 
Pembebanan Jamlnan Fldusla 

Pasa. 4 

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian 
pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk 
memenuhi suatu prestasi. 

Pasal 5 

( 1 ) Pembebanan Benda dengan Jamina,n Fidusia dibuat dengan 
akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta 
Jaminan Fidusia. 

(2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (I), dikenakan biaya yang t>esamya 
diatur lebih lanjut dengan .Peraturan Pemerintah. 

Pasal 6 

Akta laminan Fidusi~ sebagaimana dimaksud dal~ Pasal 5 
sekurang-kurangnya memuat' : -

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; 

b. data perjanjian pokok -yang dijamin fidusia; 

c. uraian mengenai Benda yang menjadi , objek Jaminan 
Fidusia; 

5 
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u. 

e. 
,i 

1111<11 PC"J dll II lIall , ualJ~ _ ; ~. f'...: -tI 

ni.lai Ben~a,. ~~~$ ~enjadi _o~t~k . .If)ni"nan Fidusia. 
... . l ... <0' - _ :.. _ I _. J • _...,... ~.~, ~ , 

., 1t ::;.": : .;'" ~; 'rp ' I '.7' ':""'.V!· ·"'·l~P ~ ':::" , .. ... '. asa n ::t.~ 1,~.,.....t' _ J'~ :'l 

.;101'. , . 

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia 
dapat berupa: . 3;; . . " ~"'t~ . :. .• .. , • . : ....... /. 

a. utang yang telah ada_; - _ 

b. utang yang akan- timbtil di kemudian hari yang telah 
-- diperjanjikan -dalam jumtah ' t~rtenl!l; ·a!aU 

, 
c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya 

berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban 
memenuhi suatu prestasi. 

Pasal 8 

laminaR Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima 

Fidu.si.a atau ke~ada kuasa ~tau < ~a.Jdl ~ari .P~~t;~n;ta Fidu~ia 
'tersebtit:" I (" .r.Uu ••• -. _dlrll. l..l,., ,I., JI ;: '~. . . \ 

.•• J.. . -. • ~ • .. q ., i f, l.''''' ·Un'''···'' .... t,,~~·~, """ . .. .' 
'-, 'f,:J'y ;.;.u .... ,.4~~~~:a:7-;o;:;it:.:...'*1lf.:J~JitjH,-g -'.!sill.. .,.·~ ..... ~h ... ' .;-'-' ."~ 
",:--_:1 ~ --- ~~ .. ·v_~_J. , .. i .... :.._ 4 -"";': .. ..... ~ -.--· · .. -~1~~ <1/"-:"' t ... .a;i~-~!.I.; .. ~...: .. ·""'"' 

~, .... . ~ • ..t' ... .. t~.HtJ.-;]id .., . . .~., b 
"'~"':' :.J Pasal 9 . . ~- . 

. ~ (1) .J aminan· fid~si(. $patTmemberikan-·terbadap:- satu ~ .atau - . 
4 -lebih sattian atau jenis~:Benda. tennasuk piutang. baik yapg 
t-",,';'-l-._-.~,~ ~._~~ l":'f ij ~~ __ ~".-,).. -ts;"'4, r._ .... ~ ~ _.' i .... '';"d- _ _ ''~''C'_ 

' . .. · .. · telah:::~d~~pa~a ~'saat j~n.~ .}iberik~ }Ilaupun yang 
diperolehke~udi~. ·" "" :o~. '.r · . ,F-.. l 

~ _ ~__ _ ~ ,- ..... _ _ .'l- • ,.1 ~ _~._ ... -- __ ... _;;,. 

(2) -Pembebanan*jaiiUilan ·at3s ~Benaa _ "tau'" piutang yang 
diperoleh -tCemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan 
tersendiri. 

6 . 

,;.;. 

...~;~ . l~J::n. Pasal 10. i!':';J.Ji~~~-?l 
, I 

P 
, T.?..!!fTr~, 

'Kecuali diperjanjika~ lain: .. 1 . ; ".1 -.;j:; ~1~11tnjh: 
'I' , ~ '! . ..,..: ~.(f~"~~l 1\_ 

a. laminaR Fidusia meliputi hasil dari Benda yang , ~~!lj~di 
objeJr laminaR Fidusia. •. . -... 

b.': Jaminail Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam ihalIDenda 
yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuninsi·k~:',. ~.c~ ; 

,,_.~"' _ :. rr~"..;§ ...... 
1.-- '. 

~.! Baglan Kedua. - . . ,'J', X;"[;7'! I.,!, 
- . " \,..;~_~ .. :~ t.-J. .... -· ~ r':. '· 

Pendaftaran Jaminan Fldu.~la . i .~~ ~~'hil r-- -
!. 

11 :";~~ ·:f!:1it~ .n 

(1) 
4 '. .• '- i ~ - ; I • "" ~ - (1 

Benda "yang dibebani dengim Jaminan Fidusia wajib 
didaftarkan. .', . 

';! .. 

(2) Dalam hal ~enda yang dibebani .dengan !~n.~ Fjdusia : 
_berada di luar wilay$ negaia Republilc Indonesi·a:ice..Y~jib3n ~ 
sebagaimana dimaksud .dalam ,ayat (1) telap-:ocrlaku: -

. _ • _ .i •. :'!d~ _. ·_ ............. , "~1~~'''·~'Tp-·r= - p' '~'I 12 :. ~,,~ .u:· ... -,L. ll ~"'''':'''''''''iBft~:--asa " .' ._, .. .. . -, 'f~liJfa ,,, . -...;s;-: - -'',0 I' "...-:. -- ~~ :t ;, I ;l:~«\ "'-, h:, ,.-- ~ -. ~., . - ,~--. .. , 
0) ... Pendaftaran Jaminan Fid~§Ja _sebagaimana;di~ud datam ' . 

-'. - , t ., ' .. , . ., q.a L - -

- _"' .. u_~~ - 11 ayat (1) dilakukan .... pada Ka~nToFPe~dart3f!Ul '-
F'd' ~ . --- . ... , ~ 

- ;:;':l:L';1 1 ~sla. ~ · ,, "", :....::L·-r:::· 0. ~.:.~.,. .. -<f!~i '1~1 ~ -.4.q~r.t..,,;;;~~t'"1~~:..f.,; 

. (~)!= .yJ~i iierf~~~~li!_~~for' Pend~ftM~fi~:~~~ai~.tin~ -
--- dr' Jakarta 'dengan wilayab kerjamencrurup 'Sen.iiuh~wlJayah 

.".,: ~ ntgaCa Republik Indonesia . . : . ' - -'1TIj~/(" O~' 
. . . '~~F'f 

(3) Kantor Pendiftaran Fidusia sebagaimana dim~.u~:ljia)am 
ayat (2) berada daIam lingkup tugas Deparremen Kenakiman. 

7 
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(4) Keielitllan mengenat "pembCnlukan Kantor Pendaftaran 

F~dusia unt~k daerah lain dan ~~~~p~n _~i~ayah kefjan~a 
dlatur dengan Keputusan Preslden. '''' .. ' . 

(1) 

(2) 

~ i ·.",-~ r;h~J ~f2 itft 
Pasal 13 , 

. Permohonan pendaftaran Jamipan IFidusia' dilakukan oleh 
Penerima Fid~sia. '~asa (1tau waldlnya dengan melampirkan 
pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. 

. _!.'.~--..;. ... _.~... ... 1 ~ - • -

Pernyataan pen<1aftaran sebalai~a .dimaksud dalam 
ayaf (l) 'memua(~fa!tr~ LI. ,!/ni1'LF'" " -

a. idehtitas pihak Pem~!i.~~ Penerima Fidusia; 

b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan 
,. r.·, 'I • ," t f l ' ~ , ,~ • ," ~. _ I.' 

tempat" kedudukan notaris yang me~uat .akta Jaminan 
• • .1., " 
~d~m; , 

_~ . , .. \ -4"" ,-_ • • ~,.Jt ",~ i., ~ ( .. ~ .. , ~ ." _ .~' c ... 'daia.lll }"-anjHm " ~lcok 'JyMig di'anun -. fi.dusia; . 
,,;;1; :< A'·". !;''';'!:i~~ -"II< ·.;j(i U< - r~.:lI:. . ... ~.,,; ..l.U· ;. -. . 

-··. ;.f··;dJ l:.~~Ehg~e~ iBenaa\yang · tn~~i~rrob7ek ;Jaminan 
f~ ' ,. '.J J 

.. I Fid~ia. 

(4) 

8 

, .,:.-. 

· i.l:~~ 

"j .,. 

'-- ...... ..; .... '!c 
Pasal 14 T~~t, t.J~t;.i;t~II 

.. ""f"r-

(~)f Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan .menyerahkan 
kepada Penerima Fidusia Sertifikat ·laminan Fidusla pada. 
tanggal yang sarna dengan tanggaJ pene[il))aan perptohonan 

r;.·~ pendiftaratt. - -L . . - . . ".,..... ( .... 

~i\' ~l..!. "'.r'')i'r' '~ '' . "t·" '-'L.:..· 

:(2) '! SertifJkat laminaR Fidusia yang merupakan 'saJinarl dari 
({;. Buku Daftar tFidusia memuat catatan tentang .thal-hal 

.:~. ~l~sebagaimana dimaksud dalam PasaJ '13,' ayat (2);:v' _ . 

(3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggai - y'a~~ s';;;ia'~J~ngan 
, tanggal dicatatnya Jaminan . Fidusia dalam Buk'.:' _ Daftar 
Fidusia. 

r·l:;! ~-J_) ;- .;. .. ~ 

• ~ P. r 
" 

Pasal 15 
.,~. ( ~ ....... , 

(I) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimakSud 
dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata . "OEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN :. YANG 
MA . ES , , .,' ~ .. ~.:, . " ...... ,. ... .. .. '1:''- ~ 
. HA " --, :-- .. ~,-- ~~ :. ~ .-- -~ -,~,""'; "'-f"~ -.3 < ... 

-;i.::1 , .• ... ~)\.,I ' ~.\.iorrl, f· •. , ' ····L , ,. :· .. :r ~ ,.51~J.Bhi. 

(2l!; -Sertiflk~t ; ]~tn~ !"Fid~sia )seb~g~i~ana~~Jim'~gdtiK~~ 
ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutC?rialiIr~g ~m~ 
dengan putusan pengaqilan yan-g felahjnempe1ole~' kekUatan 

- .. hukuni tcti" : : .. ;:;-..... o:" 'l;j: * .~ ,- .~::~ ........ ' ... 
_ .~.~ -:~ . ~!:,;.;!--,;: . ,;' ',;", ¥. !:1!:1~:~.ili'-i -='-="'--::;'" 

~~) _ Apablla g~bitor ,cidera janji, Penerima Fid~sia ~sm'p'un)'!i 
- ; hale untuk menjual Benda--yang nfenjadi objeJr}aminin 

Fidusi~ at~ 1cekuasaari~y~ -sendiri. ~ t~;- '-"": - =, 
, JO ..... '"" ' • .; ~ *-

• ) .-a-f.!'t:;l :.9 -.: =- .... _ _.' 

I ; __ ~.. Pasal 16 

(1) Apabila terjadi perubahan mengenai haJ-hal yang tercantum 

9 
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.--__ ------:-. -_- _::-. __ ...... ;:-c.,.-. .... ¥ .............. :~~~.-..... r. .. r.., .~I,': ... ., ..... ~"'U"~cllUli1l1i1 UlillaKSU~ 
dalam Pasal14 ayat (2). PCnerima Fidusia wajib mengajukan 
~'1t1ohonari~ pendaftaran atas peru~han ·tei'sebut kepada 
Kantor Pendaftaran Fidusia. ." '1 ;.:-r i T-.n :<l ;.L" 

(2) 
, .. "': 4 . '1" - '1 ." !!., ~·"I-}:·~~,:~ 

Kantor' Penda(taran" Fidusia pada tan~~ j y~g sarna 
dengan _ tanggal penerimaan permohonan perubahan. 
melakukan .~pencatatan J perubaban I tersebut . dalam buku 
Daftar·_ Fidusia -dan inenerbitkan ! Pemyataan Peru bahan 
yang mcrupakan bagian" tak terpisahkan~ dari Sertifikat 
J aminan Fidusia. 

,. _' • ~ c-
t- "I 't'ff.r!" S.: 

.... "IU.· ~4'. Pasal 17-': 1;':'!~ l t • 

-.t .. ~~",l .. ~ 

Pemberi Fidusia diJarang melakukan fidusia ulang terhadap 
Benda yang menjadi objet \-Iaminan Fidusia yang sudah 
terdaftar. 

. ~ 

( 1) . Pengalihan ~ JltaS piutang yang~ dijamin dengan fidusia · 
me~gakibatkan beralihnya demi hukum segala hale dan 
kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru. 

10 

(2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksjld dalam 
ay~t , (1) didaftarkan oleh kreditor ~~ru ~~p'adi ,KJntor 

-Pendaftaran"Fidusia. '-' - ih ;-~ ':.~~.J 
'~r Ii ! l~;.:.l'\ ·'-J'''',.tl,,1\-; ::a~r:rJ ~ . . 

'" Pasal 20 
'. 

Jaminan Fidusia -tetap mengikuti Benda yang ~.menjldi" Objet 
,jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda -iersebui~berad8~ 
kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek 
Jaminan Fidusia. 

.... ~~ "'! 

).: ... 
Pasal 21 

II 
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'j 

I 

t r 
,. 

1 
~ 

Pembeli';/~~da \%ng '-lne'~j~d( bbj~~ .Jl~min.art_ f-id!!§.i~ yang 
. • ... . ' ~" J ' "r.". ·~l;;-i .,j.. • 

merupakan benda ~ perse(haan bebas dan tuntutan mesklpun 
pembeli tersebut mengetahui lentang adanya Jaf!1inan Fidusia 
itu. dengan ketentuan ' bahwa pembeli telah tnembayar lunas 
h~ga penjualan iB.en~a . ~~bUl sesuai' ~eng~ Jlarga pasar. ... 

( 1 ) Dengan tidak mengurangi ketentuan se~ag~imi~a di~aksud 
dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa 
Pemberi Fidusia dapat riienggunakan, menggabungkan, 

. mencampl.!f, ; atau; m.enga1,i,hk~ .,J3e.~da atau · hasil . dari 

. Benda yang menjadi obj~kJ.aminan f~dusia, atau menyetujui 
melakukan . penagib~ l,atau ~el*ukan Jcompromi atas 
piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bah~a 
Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia. ' 

.;:. ~l: ~ ~ 1} ;~:'{C nu(irb ~ .... '-i ·O»lift; ; rift;. t' P;y· J::" !', ! : I: ~~ •. ~ . ~ 

(2)" r.e~r~I ~F!d~~~a ldil~ang <;'P.l~ngaJi~i . (lP~~gg~.4aikan~ · 
.' . . ' . atau menye~~anL~~lP!~~:JaiA: ~e!l~ y~g Lm~njadi 
;-=-llH:objek¥namfiian-.i'Pidusia::yang > tidak.:: merupakan " ~benda 

. i~;~it7persedJ~1iriplk~uali·tdehgan;t-PersetUjban ttertulisi(\ertebili 
• .;->~ -t " ~... . , J ' • .. . ._.. " ... t . J r~~ I , . ; i. 
,:J J' dahulU"'aarlH Peilenma FlduSla! .• lP~iifi?_M _ !It:-': ' H ro-''' 

"'nav _f"iirir. ~~ - - .... '!",.~-A,'-"f;:..::-;.q . it* .!!U.>!>+ -::. .1 L.l ,," .....IJr~_ '!" ~l-1''':J..~' . ~I"" ~~ •. _Jio. 'l.U~~ ~.!. ' I'" • ,:!-' ~ 

~!~r."f-" 

- --.--

12 

v 

Bagian Keempat 
Hapusnya Jaminan ~Fidusia 

Pass) 25 .

'(I) 1a'minan ' Fidusia hapus karena hal-hal sebagai birlkut : 
. ,.j' Ib~ 

a. hapusnya utang yang dijamin dengan ~dusia; 
~ • ' .: ~ - • i';" 4"'. ' 

b. pelepasan hak alas laminan Fidusiaoleh Penerima 
Fidusia; "atau ' . ~:~ ~. ' , 

%",,,,,,;' ti, ' 

c. musnahnya Benda yang menjadi obyek laminan Fldusia. 

(~) ".t Mysnahnya benda yang menjadi objek lamin~ .fidusia 
• ' ';'~>' • udale menghapuskan kJaim asuransi sebagaimana dimaksud 

. dalam Pasal 10 huruf b. ..~ n •• , :) c 

(3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor 
Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia 

, .• ~~ 1 ..• sebag~mana dimaks¢!dal.~ ~yat (1) dengan}!~!~ 
'''-'--rl pemy~~ ~engenai T hapusnya--u~g. , pel~p;wurjJak, 

Hf!l;: ~,~tau . ptusp,ahnya ~~nd~ yang .. menjadi {;.~bj~ekC~an!nan 
c' ~Fidusla tersebut "",.-,d . '-' , - ~ '.~ .. , ..... , .... l'<.- ... . 

f.t!J4oQ.IfI.' .• ' , ~ .- . .... T!:rH1 :-:'-1':'1'" ~";-:'~ .. ::'-J~-~-~~"~u,;~, . 
y-t- .~ }~"y,y -~ 

Pasal 26. 

(1) _ Deng~ hapusnya ,1aritin1Hfi Fidusia _sebagaim~ "di': 
maksud "'diiani t patai 'i"2'S: Kan~tor' <J>eridMtaran FiduSia 

-:L~;~ Jl!~nc<t~J _pencatatanl.aminan~ fidusia darj BuiW ~ 
Fidusia. '.; .: ~ ~ . ::.-:,_ . .. -.:: .:: 

.... - ~--... -

(2)' ,' , Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitk~ surat ket~rangan 
f' i ' .yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang 

bersangkutan tidak berlaku lagi. 

13 
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,~ BAB IV 

,.,. -HAK MENDAHULU 

Pasal 27 

( 1) Penerima Fidusia mc,l1l:iliki hak yang didahulukan terhadap 
kreditor lainny~ 

..i-! 

(2) Hale, yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ' ayat 
(I) adalah hale Penerima Fidusia untuk mengarnbil pelunasan, 
piutangnya atas hasil eksekusi Benda-yang menjadi objek 
jaminan Fidusia. - !.. 

(3) flak yang-didahulukan d8ri Penerima Fidusia tidak hapus 
. ' , karena-'adanya kepailitan dan atau ' Iikuidasi Pemberi 

Fidusia. 

.L 'Pasal 28 
:'''1 , ..... 'J 

, ~ : ,ApaPJI.a" ~taS )Jen~ 'ying '~ama ,merijadi objek' Jaminan 
Fiausia' yang lebih dari 1 ~(satu) perjanji'an Jainirian- Fidusia, 
riiru'1 'haIc1 ~ymgi~idahulukin f sebagaimaria ~' diriWcsud II dalam 
Pasa( 27 t , <iiberikan kepada pihalC 1yang lebih-.fdahulti 
mendaftarkaMya pada Kan~or Pe~daftaran Fidusia. 

BAB V 
i. -f{!"; ..... i(,..~.. ... - f - ~ 

'--: ~~ 4.Lt _J.!o'1:;"- ~ . .n., ~ ..... 

"~tuti:-1 ~'.EKSEKUSI J~~N,;'fIPUSIA ' 
_ :_~~~ ,../ ;:~f 

. Pasal 29 ~ _ -~ , :- "CT 

(1) Apabila debitor atau Pemberi fidusia ciderajanji, eksekusi 
terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat 
dilakukan dengan cara : 

14 

, 
I 

._____ " 8'-

l~' 

I. pelaksanaan tilel eksekutorial sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 aya,t, .<t4.,oleh Penerima Fidusi.; 

_ •• ._ ... . - ~ -._.. .~.:'" :-. . ':. L -, • 

b . . penjualal.l benda 'yang menjadi objek Jaminao-Fidusia 
~ atas kekuasaan Penerima ' Fidusia sendiri '~ melAtui . . - ~ - - ," . .. 

pelelangan umum serta mengambil pelunasan pi~. 
dari basil penjual~; 

c. penjualan di bawah (angar. 'yang dilakukan berdasarbn 
kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jib dengan 
cara demikian dapat diperoleh- harga -tertinggi yang 
menguntungkan para pihak. -. ' '" --- --

(2) Pelaksanaan penjuaJan sebagaimana dimaksud dalam .yat 
(1) huruf c dilakukan setelah-lewat waktu 1 (satu) bulan 
sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan 

.. : Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar')'ang 
beredar di daerah yang bersangkutan .. ,:; , ,.1._., 

Pasal 30 
'! ~ -:-. '!'C 

'< 

0&-: VU!1l '~i; .... : " , .L.:: .! 

Pemberi Fidusia wajib nienyeralikan Benda yang menjadi 
objek laminan Fidusia dalan:t rangka pelaksanaan eksekusi 
laminan Fidusia. -, .' ;, 

._ T _, .; . ~ -.: ~;: .Ji '"I. . 

Pasal 31 

. ! ; .. .... 
Dalam hal Benda yang menjadi -objek laminaR Fidusia-terdiri -· , 
atas be-nda perdagangan atau '~~fe'k yang dapat' diJu3I dLpasar 
atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat':'empat 
terSebut ...--sesuai dengan peraturan perundang-undangan ' yang 
berlaku. :r 

IS 
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L""t ",Pasal 32 

~.. " 
Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi lerhadap ~enda 

. Yang ' menjadi obJek Jaminan ' Fidusili 'dengan ~ara ", yang . , . 
bertentangan dengan ketentuan sebagairnana dimaksud dalam 
Paul 29 dan 'Pasal 31 .- batal demi hukurn~' 

Pasal 33 

., -£ • Se~ap janji yang me~~ik~wenangaii kepa~a Peneriina 
Fidtisia untuk memiliki Benda .yang rnenjadi . objek Jaminan 
Fidusia apabila debitor cidera janji, balal demi hukum. 

. 
~ 

r-· 

• J 

Pasal 34 

(I) DaJam .hal basil eksekusi melebihi nilai · penjaminan. 
, . Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tel-sebut 

. kepada . Pemberi Fidusia. . 

(2) Apabila basil eksekusi tidak mencukupi unluk pelunasan 
I '. 

~. utang debitor tetap bertanggung jawab alas utang yang 
i.' .. bel t rba ~. -;' " " .. '~ .. ""-, .... ~ '.~ 

."-,,,,~" l' um., ~ yar . . ,,,>.:.~ • . .... - ': . 

BAB VI 

"!'~:;;' .... -

Pasal 3S 
~i ~~~-

.:~~' . Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah,
menghiJangkan atau deng~ cara apapun mernberikan keterangan 
secara menye~atkan. yang jika hal tersebut diketahiJl~oleh 
s~lab satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia. 

16 

dipidana· de,ngan pidana penj~a p~ling ,Jingkat \JL<!aW)I.ahun 
,dan paling lama 5 (lima) .t~Ji.!ln dan penda palina Jedj~t Rp. 
lO!OOQ.QOO,*- . (s~p'y'h~h jut~:.OtHi .. bJ., pan palina ~. Rp. 
1 00.00(}. 00.0.- ; (seratus juta_ aiipjah), 

Passl 36 
~ .. fl~""·(: 

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan. atau 
menyewakan Benda yang : menjadi objek . Jaminanl.,Fidusia 
sebagaimana diIl!aksud dalani ~asal. 23 ayat (2) YUlIJi~akYJkan .. ,- - ... .... 
~~p~ ,rpersetujuan tertuli~ .. terlebih .;. d~ulu_. daril .e~n~ima 
Fidusia, dipidana dengan pidana ~njara paling ~i~(~ua) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.0c0,- (lima puluh 
jUla) rupiah . , ; I :·T 1.1< 

~:.~ ~. 

BAB VII 

KETENTUAN.-;,PERALIHAN 

~~n.,.;r . "t-Fi·~. ,., .'1 ~" ~~P .""':.n7 · ' •. "'i ••. ! ,""T'" ..... -. 
_¥ ...... _"t.u ... l .... l.! .. ~ ... ·.~. · asa J !U.u.I · .. , J 1 '1\H~ 

8nil£q utJl;:w !.~(;II .. I. 'h',f; b ;! ::J1!1~dt i) {~\ lL{£ £l wuq mc. lblJ 
(1)J!. r~IJll>el?ap~13,~n9~ YJ\Dg m~~;>obj~,.. /amiPdn; H.d~ia 

yang lelah ada sebelum beiIakunya Undang-undang .ini. 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
undang ini c - ~ • :;. , ~~ f .,..,,,.;(.,.. :., -, - .... ~s: .. _ 

. .... .... . ..:W-' _"""'"..L.-..... ,"" " _~--";:-M.t..-t. 

'. ~. )..,~. . .-' 
(2) DalamJangJ<a waktu ~ta!Db~t-Wnbatriyi ~ .(e~':puluh) 

hari terhitung sejak berdicinya Kantor Pen~ Fidusia, 
semua perjanjian Jamin3ll1,fj(iusia harus -sesuai4'engan 
ketentuan dalam Un,dang:und.ang ini. kecuali- ketentuan 

~ ~engehai kewajiban" pembtia,tlhtna&a,.tfamina.i ~dusia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal\ 5 ayat (1) . . ; nf.,' 

-, , 
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;. 

't,! 

. (3)'1 lika' dala'rifrjangka fwaktif' sebagaimana dimaksud dalam 
Iyat (2) tldak 'dilakukan i'penyosuaian, maka ,jperjinjian 
Jaminan 'Ftdusia'l tersebuO'bukan · nferupal(an'-' hale launln 
atas kebendaan sebagaimana ' dimakSud dalan1'="Ondani-
undanl ini. , ' -!, 

~'< ~f~'''' 

Pasal 38 
i ..... ,! '".J'.1 ~~:- r •. ~ .. .o "<, 

'Sepanjang:' tidak ' bertentangan dengan ::ketentuan dalam 
UnC:lang-undangr' ini, .' semua ~~Peraturan~"~perundang-undangan 
mengenii fidusiattetap -berlakti sampai' aengan -dicabut, ;diganti, 
atRU dipetbaharui.- "'. Y ~~, ~.;.; -

!It'1..i Lfli jl ·,O~'O-:} r . i"ni:"n ,.i,,, < 1'I.L (11:6. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
! 

.. Pasal 39 

'i::! (£:Ut 

.• 1'1 

\ 

\ " 

Kantor "". Pendaftaran trFidusia sebagaimana !dimaksud 
dalanf'.pasal 12 .yat '(2) dibentuk dalam jangka waktu paling 
Ilmbat I (satu) tahun'·"setelah ffUndailg;'\lil(f1nge(lnit~aiunCtang. 
kane ~ ~ ,'L-;HtsbnlJ f " '(lk~ ~h.:;)rt (11l.!'"" ~" ,~ ~.b.,l.hbi f~nr! 

f8 

Agar seliap orang mengetahuiny., memerintahkan peng
undangan Undang-undang inidengID penempatannya dalam 

, Lembaran Negara :-Repubh.· t\~,In:lInn-. i.. .. ~,,:~ .. ~'l-~~v;, •• ..". ::.....I. -. 

.1 

sahkan di Jakarta 
pada tanuaJ 30 September 1999 

.~ PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 
'. \.. , '" -

ltd 

. BACHARUDDIN JUSUF HABmIE - .. - -, .. 

Diundangkan di Jakarta 
.III' ... 

-IV -f · 

pada tanggal . 30 September ·J 999 . 
J ~'"'t i- ''' " . i 

~NTE~I l'{EQARA SEKRETARIS NEGARA 
IHi"C,' ;.,;, RE?UBL!.K . INDONESIA. 

..... t;,._ 
!" " 

.' 

r 
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I. 

_'1. ,.I.J ~':'~!...: t •. - .., l """1;«;-__ 

~,~~~.~., i 
• ..s.J: '"" #"J - • - l 

. ·:C.C·~ h-

r~ 't"t ~ ' !~T 

PENJELASAN 
UNDANG.UNDA.NG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 42 TAHUN1999 - -
. -

TENTANG . -;..... 

• ~...........-,. I r-

< JAMINAN -FIDUSIA 

UMUM 

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pemba
ngunan nasional, merupakan salah satu upaya 'untuk 
mencapai masyarakafyang adil dan inakinur bC:~ 

".".Paneasila dan ... Uiidang-Undaiil1Das(at},~i945. palam 
l.. , . ->, - - ~ 

, f3!1g~ . memelihara ;,dan . .menerus~aq .pembangun~ 
ya.ng berkesinambupg~'A·pap\,t~~ I pem~ 
baik pemerintah maupun nlaSyarnkft; baik perseorangan 
maupun badan hukum, me,merlukan daJ)a-yang besar. 

A.*~!8eg de9~~~e!!ing~~wy~ :kegi~~~mbangunan,_ 
'- meninglql~ p,ul~~~~l!tu!t.3!l .. tet:b.a.dj~!pend~aail, yang 

':,2sebagian besar dana yang-diperlukan -unhlk meininuhi 
=-_ kebutuhan tersebut diper~lelLmelaluLkegiatan.pinjam 

meniinjam. 
__ -=- ~.:.....= _ .Y. 

2. Selama- ini, kegiatan pinjani.-meminjam dengan meng
gunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah 
diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

20 

I ' -- '--- "-- " ..... - -_.----- -

II,.-

- .... . .. ( i 
tent~g Hak T~ggungan yang merupakan pelaksanaan 

1 daH ~~asaI 51 Undang-undang Nomor' .5 Tihun,A l960 
.:~ ~ ~ .. ·:·t~ritaiii~ndang:undanl PokoktAgrari~, ·d~sekaligus 

.sebig~ penggintl dari lembaga 'HipotelCrtr!tas 'tanah 
,~ dan~~·cred;~JverbaruJ. I Di samping itu'~ThakUjaminan 
lainny, ~ yang banyak dipnabn pada'~;dev.:aSa ini 

:.r;;H, ! ", " ad~lI~ 1 yaflai, Hi~ek selain .tanah" . dan" JaJ}1inan 
: Fic!~la)}pdang-undang y..-g berbitan dengan Jaminan 

" I;'id~s.i(jid~lalr p~ IS - ~nd~g-undang l t-lomor 4 
Tahun . ' 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, 

t r .... 'C' ! t .. ";-

t.r l! ; ... 

-. 1 " ~ \ 

1.-1' 

1. 

'yarig~irienentukan 'bahw. rumah:rilmah yirig"'aibangun 
~. di a~a's·ttanah ;yaitg dimiliki oleh pihak~lrun dapat 
'dibebani ~engan Jamin.n Fidusia.'Selainiffi, Undang

. undang 'Nomor 16 Tabun 1985 ientanfR~tnah Susun 
mengatur- -mengen&i 'bilk milik aias ' 'satti'an rumah 
susun yang ' dapat dijadikari 'jaminan utang . dengan 

,. dibebani fidusia>jika"tanlhnya tariali hak1pakai atas 
( 1 h.Jnnr'· , ~I-' , ' , '-l"'~ !'j' tana ,jnegara.')·· l~ - If . 'I I, ." ..... :~: 

-'7~~-, 
o...,._-,.~ i. Jaminan -Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak 
6 '{t1Ul fJln.:~~:penJaj8hait:"BeIarida sebafj~ 'SuaW1bEriIDk jaminan 
OGlco£ ~Ya'ngr"lahir.+4an~sprudeDsi.~Behtiikl\jikinan ini 
n;~'!llJ:: .;,(diguh~ah soCara'1tias dalam transiksl"'plrijain~minjam 
~mi'T1Mft-karena rproseS': pembebanannia.l dianggap'··sederhani, 
~~::;'U £rm~dahtaaan:rCePat, --;. tetapi . tiaalC~ine(ljam'in~ adanya 
.• - _ .~ ~~\ _ ._~(~-A'lo <\ l'.'" _.~ -~- - ... "... _ _ ~I • ~' -il- -j-7r'~; ~ ,.t.r.,. 
-'14'!0': '-~ICepasttart .:btikUifl r-!.o· "f~ <. n,~ - ... 1-:) . ~... , .. ~r.t ,~ . - ---

.:....,. . . -_ .. :--", ..... - .. ~~-:::,'- __ .- ~:. ~ . 11 _,I .~--1. .... ~ . . : ~~!"'"·1 -..t-~j.~_~._ 
'liEn "-'" . ~ } .§. ( 'n ' ,,-;( '- "-r ',r, .' - ' 'l, ,~·;.J~t ""~-4!l""~~~ '" 

>f:j>: -" ;~.~~nib~ga~Jamfn~ ':'Fidusia memung~Ok8lh. kepada 

~~.;;!~~.~!Pt?{~~!~~~: ~~Usia- untUk Pleng~~€:~~riaa :yang 
. .·f dIJammka,n, . untuk melakukari keglatan ... usaha yang 

.1~.,' ". ;' dibiayai dar,i' pinjam dengan menggunaJc.~·Jaminan 
- Fidusia. Pada awaInya, Benda yang m~nj~di objek 

fidusia terbatas pada kekayaan benda t>ergerak yang 

21 
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I 

t, -
1 
I 

r 

-' .. 

oerwuJua. aatam oentu~ peraJatan. Akan lelapl dalam 
• .,. _.... _ .. 1 1+ ,~.-

perkembangan sela~j~tnya~ J:l<;q~a y~ng menjadi objek 
Fidusia Jeara~~ jH~g!-~et.ar~~~J~n~ ~beraerak yang 
tak berwuJ~d •. , maupun benda Jak bergerak. 

• t~uJ' ~ . .!; _ -" .-:.~" • 7 

fJ.Hfll' 3. Undang-undang" ini;~ dimaksudk'an' untuk menampung 
kebutuhan masyarakat ' mengeha:rj>eiig8tu~ Jaminan 

·Fidu~ia . sebagai -' salah satu sarana) untUk inembantu 
,kegiatan ~usaha dan '-untuk.,' melpl>erikan kepastian 

! . -::i.~~>. hukum"kepada ·para pihak 'yang ·Pcr kepentingan. 
Jf! . _.:.. .f-.f~ • --"! .p. ,}:. i'~fi - ... 

, , .. 11 • SeJ>Crti tela.Jt rdijelaskan " bahwa;c)aminan Fidusia 
~-T; rn ~emberi.kaI! kemudah.a~;';f b!lgi.i.·para ,~ pihak yang 
,- ,,1 11: j _ meng~l!~annya, khususny~ ,~agi i Pemberi Fidusia. 

. ,h3 '", .. '1 

.'~ f i 

Namun sebaikoya karena laminan .j Fidusia tidak 
.. to p 

didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang 
meperima Jidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja 
menj~nkan bend a yang telab dibebani dengan rJdusia 
kepada pihak' lain tanpa sepengetahuan Penerima 
Fidusia. -.,. .. _ j _ _ - • • ..t .:: '" 

.I/.JO,J ,,'. A) f; "Ii .. !.' 'I' .. 1:. 1;-,1 I i'ltj"'1 

,1'Ur-u: SebeJun, Unst~~g-pndang il!i~~i~.!l~u~~ 'pada WnumDya 
'''Hi Ben~J,yang-::inenjadLobje~1Jamirial.l ~dusia adalah

22 

bend8 berg~'y'ang teroiri dari l>enda dalam persediaan 
, . (invento.ry); 6eiida' dagangad;"P1litanga>eral.atan mesin. 

daD ~end~"berinotor. Oteh karena itu. guna meme-
'r r .......... ,J'~ .. _~,!,' _~"'..k;"~- -~ .. ~... __ 

nubi kebutuhan masyarakakyang~terus berkembang~ 

maka ~ inenurut '-Undang:un dang ini objek'" JaiiUiiail . 
Pidusiawcfiberikan-=pengeRiaIi.::'.yang · luas jaitu~ benda .. : . -_ 

l' ,'- 'f"" _ 1 _.... - i ....,~~ . ~ " .., ~ ... 

-- . ~ k bergerat i"ang b.erw~ jud ~~~puri . ta~ be~jud. dan 
'- benda iaJC bergetak yang .tidak!.dapat dibebani -dengan 

.,.. hakJaDggungan se~agaim~a ~i1~nt}lkal!. dal~ Undang
undang Nomor 4 Tabun 1996 ten tang Hak Tanggungan. - ,. -.. ~ - ~ 

tr 

Dalam Undang-undang ini. diatur tentang pendaftaran 
la/ninan Fidusia guna memberikan kepastian hukum 
kepada para pihak yang berkepentingan ' da.'l i>en
daftaran laminan Fidusia memberikan - hak; ':'yang 
didahulukan (pre/ere,.) kepada Penerima FidusicL ter
hadap kreditor lain. Karena Janunan Fidusia mem
berikan hak kepada pibak Pemberi Fidusia uDtuk tetap 

~. I. 

menguasai Benda y~g ~njadi objekJaminan Fidusia 
r-;_~. ,[ berdasarkan -kepercayaan. maka diharapkan 'sistem 
~_pendartaran yang diatur dalam . Undang-undang- ini 
_ a dapat~memberikan jaminan . kepada pihak Penerima 

Fidusfa dan pihak yang mempunyai kepentingan 
• ec -terhadap Benda tersebut. ---. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 -

. Huruf a 

---- _ .. . . 

ft:i~~~'"f, 

-.... - :::. ~1 r 

" .: £Be~d~arkan k~entuanJni. maka bangunan di · atas 
-a;' i -~i~ ~ '}'o l ......... ~L •• j~~ .... -_ . .... . •• 

.: -. tanali--nuJlk r orang lam yang tidak dapat dlbebanl 
,_.,, '~?r-J _: :de~g~ii .~¥:ta.nggungiri berdas_ar~an Undang-undang 

.;,;~ l,;..~ ~ _ ... ~" 1 ,,_,...c~ . !~,-..t..-i..J".4 . _ _ .+ .... ...:-. ooL.___ _--. •• 

. ,,-~ '.; '-Nomor 4 Tahun -1996-tentang Hale Tanggungan. dapat 
dij~~lik~~ obJek laminan Fidusia. 

Huruf b -.. "'-
Cukup jelas 
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! 
, I 

1 

I 
i 

" .,UIUJ \.: ~ :',::r·'r:.t'!ii.l.[ ~ ... '~" . 

;:"':!'i 

.... _ ''f,..;'''''- ~ "'1': ~- ;. .. , 

Cukup J'chis -'-' 'u-" ~,·<t.· ;.,,~: ~ ' -:"9' '-.. _ :- __ , ~':'".i .. ./ ~~! .. ~_ ....... _ • ~ ;.; 

Huruf d ,j' 

.. . .... ::._":". 

Cukup jelas I',·,. 

Pasal 4 
'::'::1 ! 

,;Yang dimaksud .dengan ·:'prestasi" daJam ketentuan 101 

, adaJah memberikan sesu~iu, ~rbuat IICsuatu. · atau tidak 
·berbuat ,sesuatu, ~ yang..:dapat diriiJai dengan uang. 

Pasal 5 

Ayat (I) 
.~ 

Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicanlumkan hari ..... ' 

dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu, (jam) 
pembuatan akta tersebut. ,,. . 

Ayat (2) 

_ Cukup jelas. 

Pasal 6 

Huruf ~a 
"~ 

..... - ., ...- ... _ .;. lie-'" --.............. L. - ,. .. 

:".";,; :Yang dimaksud dengan~'identitas" daJam PasaJ , ini 
... ~.;; ;'~adaIah meliputi nama:lengki p.:agama. tempat tinggal, 

-= .~ "b?-atau~~inpllt1ce(hidukan/tempat dan tanggaJ laliir;Jenis 
jO'" • .l)~. kelanun; "status pe~kaw"inaii; r dan pekerjaaq: -' 

~ -- -!,.-'~ ..., • 

Hueuf li--

Yang.dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah 

24 

,.,.,."":!; ~t1 .• mengepai macam perjanjian dan utang ·yang· dijamin 
. dengan fidusia. "~~ . .~ .• , ,._0_. ,.iJ~i~"'\t.e.;:;, ,~ 

~ 

~-~tp~~i .. ;~ 
· .. ·h;b~" . ~ ~Uraian mengenai Benda yang menjadi ,objek Jam-inan 
. 'llf~ ... r Fidusia..cukup dilakukan dcngan mengidentifikasikan 

l J~:Brnd~ }~fiCbut, dan -dijelaskan mengepaj surat bukti 
. kepemilikannya. 

, ,ij W,..·, 
Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

.;;~'t! f!; meeupakart' benda daJam persediaan (inventory) 'yang 
,1 selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap,:-sepertlstok 
'bahan baku, barang jadi, atau ponofolio' perusahaan 
efek, maka dalam .. akta laminan Fidusia dicantumkan 
uraian .- mengenai jenis, ' merck, kualitas l(j~( Benda 
tersebut. • • .1"-. "p 

.1.( J I :- ·Jl.!.;~rit·"'. ~ 

.l .. c;~J!!J~ Hueuf d 

~- -, ~ -.- ~ ... - .;~: ;':!'Y-"_ • 

:'l!tang yang akan timbul di kemudian'-h~r~yang - "- -~. -~..,~- . 
dikehal dengan istilah "kontinjen", misalnyi utang 

-.. , ..... 1 

yang timbul dari pembayaran yang dilakukali oleh 

25 
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.... 

,. : kreditor untuki -kepentingan debitor dalam rangka 
.' .~ peJaksanaan , ~aransi '~ank. ... , 

Hurufc 
I 

!{:It.~ Utang yang dimaksud daJam 'ketentu*n" ini adalah 
• • ' :", <. utang bunga atas pirijaman pokok dan')biaya Jainnya 
• ;~r~t yang jumlahnya idapat ~ ditentukan' ~emtidian. 

Pasal 8 ._".1 

- i - -:-i-- j ... !-;-~ .• ~ ~;.~ .. 

~ ... , Ketentuan r inL dimaksudkan Sebagai ' pemberian 
.kep!lda lebih dari r satu_~Penerima Fidusia ' dalam 

. ' pembiayaan Jcredil konsorsium."· j '!.A, i /1. " 

fidusia 
rangka 

. ~.. .. i t' j .; I r . L ,<tI# 

Yang' diniakSud 'dengan"kUasa" ildal8h orang yang mendapat 
" ," I , " 

kuasa khusus dari penerima Fidusia untuk mewakili 
kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari 
Pemberi Fidusia. J • • ' ' . - I { 

Yang dimaksud dengan "wakil" adalah 9rang yang secara 
. hukum dianggap mewakili Penerima Fi~usia ~dalam 
penenmaan ~Jaminan Fidusia, misalriya, Wali'ltAfuanat 

. dalam mewakili kepentingan pemeg~g obUgasi. 

Pasal 9 _. ~ 

Ketentua..n_ daIani Pasal iilL penting dipandang' aaH segi 
~. , ... -- ........ 

, komersial; _T:!(etentu~ .ini. secara tegas membolehkan 
- -:' Jaminan "}'~dusia- men,c~p-': Benda~yang'" d1Peioleh ,.: ai-~--. 

kemudian hari" , Hal ini menunjukkan , Undang-undang -ini 
. menja~n;lJ~ksibi1itas,,' y~g~ ~rkenaan dengan" hal ihwaI 

.ft '~'- l., ,, ~_ . " . -- _ _ '., ' , _. -

I ' Be?d~ y~~ ~apat ,diJ?~1]an~ !.am};nan-~i4usia bagi,pelunasan 
ut~g. . 
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.IlL,. :; 

i .. i' rT' .. ~ ", '(t!;-.· L ' ; ll;jj~ il~ r 
~'iI· r- F.l~Hu,~[!~ ... l.Gt.(~. "_ . '" ,:; . 'b C,,.1 ' ·,'" ... n, " "'W' > 
, .. .)..J.. .. J _"".4." ~ .. .... .... ... , _ _4'_ _ 

.>,"~f;?'j~:':~~Y~i din1abud dengm' uhasJJ dari Ben~ 'yaB-g~enjadi 
:Jt4!Hl;f fkobjtk Jaminan Fidusia~ ,adalah segal a sCsuatu yang 
f" :: ~()m 0 t1d~roleh dan ~nda yang dibebani Jaminan .Fidusia . 

H f b 
.1 ..... uru .r,._, i; . '.::1'; 

r.! l~."~~; 
Ketentuan dalam huruf bini dimaksudkan untuk 
menegaslcan apabila Benda ini diasuraitsikan~ maka 
klaim asuransi tersebut merupakan ' hale, Penerima ... , r., 
Fidusia. ,"" 

Pasa' 11 :£ J U;\:,-, 

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan J~~an Fidusia 
diJaks~nakan di tempat kedudukan Pemberi ~ Fid~ia. dan 
pendaftarannya menc,akup benda, baik yang berada, di 

HiL dalaJi( maupun di luar wilayah negata RepublQt Indonesia ' 
.... ,,-il. luituk':f.memenuhi -asas pubUsitas; " sekatigUs~rupakan 
r. iil.djalninan tepistian~ temadap II tJeditorlainnya i mengenai 

.' B ' d I' lab "d 'beb' t . J ~ '· ' . 2 F'd ~ ) .... U!t- --f"dS;ru en a;,~ang te I anI , anunTau" ~ USl,~. ~ ..... . ; , ,'!;,;_ 

ir:-,!, '''l ~cf~~! ~- ) ' . . ~ t....,. '''t': ,..t J--1.1th t.,! 

Pasal 12 -
~-2.;<..;:;. =! _ j ... :-._ ~ __ --: ,;: '~_ .1 ~ r· .!~ ... ..;: s~~~ ' :~ -: i.2 ... ~- _,_ 

Kantor ~Pendaftaran -Fidusia-- merupakan -bagi3n'-dal~ 
~ '1..:. _ ~~ ...;.. __ ~"'~, ,... _ 

lingkungan .Departemen "Kehakiman dan bukan-=' institusi 
~ yang man~ I!au unit , pelaksana~ teknis.~ 

. ..... _.&- - --'-'~ -"-. - _. -- ..... - -
-~ -~ K.antof .Pendattaran Fidusia didirikan untuk pertalna~ kafi "'"-- .,..It ..... __ ~ ... ____ : _ 

. di Jakarta dan secant bertahap, sesuai lcepeI:luan, di 
• .! - ... '" $. ibukota -! propinsi di seluruh wilayah 'negara ;~epublik 

Indonesia. 
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t 

.. 
~. 
k· , 
t 

J 
'I 11 

..... , 

uawIII nUl "umor Yen<1aJlaran I"ldusia beJum didirikun 
di tiap daerah Tingkat -II m!~a wilayah kerja Kantor 
Pendaftaru; ~Fidusia diibukota' propinsi meliputi seluruh 
daerah Tingkat II 3~g· berada di linp.ungan wilayahnya. . ~ , ,f ,. ~< , 

Pendirian ~antor Pcndaftaran Fidusia Cti 'daerah Tingkat 
II, dapat disesuaikaq dengan Undabg!undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang ... femerintab Daerah . ..,' l' 

\ 

Pasal 13 
":t';t) ;,..; - <r;;..}~Hlffitlj1;ik~~~·!:~, i 0;; 

: ~.TI.. Ayat (1) ! 
- .... .. 

''! _! ro~~~ .. ~.. .ll.:"4'" 

Cukup jeJas. ' 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
, ... .,:. 

Ayat (3) 
-

( .;\ 'r ' 'r, :' ~, 

----

.. , 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

28 

'" -- -- .. ~ ----------

,..iAr Cukup jelas 

ft,e 

Ketentuan ini mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata bag~ pengalihan piutang 
atas nama dan kebendaan tak ' berwujud lainnya, 

Pasal J5 .. ... ~~, ·t 

. ';-+<.;!Ayit · (1) , 

~, Cukup jelas 
~~ ':! . \ 

; -...... ~ 

Ayat. (2) r/s "!II(;;r . . 

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan 
eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan 
tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta 
mengikat para pihak untuk melaksanakan_Jputusan 

'. tersebut. 
~[' I ,':,!; i'li ...... U)(l~· 

A at (3) .; !~~\,;... ~ '. ' } " ,; . :,-~. ~' " , , / , r" "f· l?\:<!~ ~i!£'( :t<L~k ..:rl ')C':.. ... . ~:.( ~ ",,-__ , 111"~J m.", .~!,t _ 
, - :;... ~ .. :" - _ ' - .~- - • ." L _. • • 

,l1L. :,H~: -,'-"Salah ~ satu eiri llaminan Fidusia~ adalah -'kemudahan 
~?~r.·./., dalam pel~sanaan eksekusinya yaitti 'apabilaC·pihak 
~r;;:-:;~~~~ Pemberi Fidusia cidera: janji.. Oleh karena =itu;':dalam 

'-'-i'1{!£ ·~Un~~g-undang l !ni dipandang 'perlu , diatuc seeara 
::::':- khusus tentang eksekusi laminan .,Fidusia.-:-..meIalui 

lembaga , parate eksekusi. 
... -..... .. .,. .. 

. ~asat16 -·.- ~;:X d 
• '- r- - - 4 

-,-
~ ~- ,,-. '~ l .. lr 

-~ ... 

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam 
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t 

Sertifikat ~aminan Fidusla. harus diberitahukan kepada 
para pih~k; ~' Perubahan ini"~ti~~k perl~ . dilakukan 

. dengan akta- n otaris 'daJam rangku 'efisiensi untuk 
memenuhi kebutuhan dunia usaha. 

Ayat (2) , 

- I 

Pasal 17 ;!t !!';> ~"~ 

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik , de~i,toJ{i maupun 
penjamin pihak .. ketiga. tidak dimungkinkan ;t!as' Benda 
yang menjadi objek Jaminan Fidusia 1t~1\a(H3Jt kepemilikan 
at as Benda tersebl)t telah beralih kepada Penerima Fidusia. 

Pasal 18 r; 
.. if): ~r: . .: t!r11 F1 f j'::' 

'dd'''' L .•• ; dfJ~" 
Cukup j~l~s 

l' ..... "-£..~ _~-" 

P I 19 'r·--,~ .. ·IH!··"·"" asa ,J '-' , . !,:,,~rt""~ " "i;"'.y·, 

'. - •. ~. '>'" 

"Pengalihan' h~ ataS piutang";dalam ketentu; n ini. dikenal 
dengan "'.istilah . "ce~sie" yakni pengalihan {piutanS' yang 

, . dilakukaWldengan:akt& otentik' atau:akta' di bawah tangan~ ' 
. Dengan~:~daIiya~cessie ini. maka segala hak.dan kewajiban-' 

'". ~... '\II r.;J",...... 1 # :? 

: !.. .•. Penerima .1Fi3usial lafna , beralib kepada Penerima-Fidusia 
'~-;I .r baI'UJ:dan pengaJil!!lD.bak atas piutang ter~but:diberitahukan 
. \!!_+kepada l Pembeii·~ c:dusia. ' -r •. ~_.['.' • ::- .. ' ..l _: 

...... _----

• ' J..&.I.a. J..-t...l- .... J..4._ . y-_ ,~- -. --" 

;. ~.;, .. " 

Pasal 20 .-=: 

30 

Ket~ntuan i~ mengakui prinsip -"droit de suite" y~ng:tel~ 
rrierupakan bagian dari . peraturan perunda!1g-un~~ngan 
Indonesia dalam kaitannya dengan hak rnutlak atas ke-

. bendaari (in rem). ,n" ~ . 

... ---_ .... _'".,,..-- -_._--- ,.,,~ 

Pasal 21 II: '( f\ 

. Ketcntuan 'inLmt:negaskan k~mbali bahwa' P~mberi fidusia 
dapar mcngalihkan benda persediaan yang·_menjadl objek 
Jaminan Fid~ia Namun demikian untuk menjaga k~pentingan 
Penerima Fidusia, maka Benda, yang: dialihkab tersebut 
wajib diganti objek yang setara. 

H ' I 
Yang dimaksud dengan "mengalihkan" antara !&!n t~~~uk 
menjual atau menyewakan dalam rangka kegialahusWhanya. 

Yang dimaksud dengan "setara" tidak hany~~ilatnya 
tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan I"!=idp.!~:ianji" 
adalah tidak memenuhi prestasi. baik yang berdasarkan 

.i At .... perjanjian'!!pbkolC • . perjanjian ltiaminan ' Fidusia~ maupun 
'lflh" perjanjian jaminan lainnya.'" r' ; , . L!; 

q) l.v).,1 !ifH 11.1" I •. , . ~ '.,J" .... , , ... '( 

Pasal "" , ~ tj<l! ' , . " , . ' - '1''1' 
I i~"" 1.,1 •• 1 ~,t " ' .' II... . ,! i 1· •. t " 

~ fU. ty ang l tU';'aICsud tde~garl l"haiga ' pasU" I 'adalah Ltilrga yang 
wajar yang ber1aku" dVpaS~' pada saal>penjuafM Benda 

. -I te~butU!h;Daga Jidak ' meDge~nkan adany',a( pcnipuan It "'I ''''~I.' ~:St ::J"i""~ 1.1; ~ r. ";.H ... .... ~·t, "' .. ~ • • r L lJ ~. IT' 

~tpih~f.~m~p tfjg~s~~: ida\~m.f~J~>~.m~rijualan 
Benda tersebut.:w;ik (A '.~ L'iib ~nt 'i nL. !Hlf ;l'J~JI 

Pasal 23 {" I tG'{A 

~!1 .. d;:·) r ~ .... :a:'-!,..~ u __ ~ ~; G'iJ~;.1~t i._:t ;;: ~!r~-..... 
- .-----

... '. It . p ,J -~'" • t"~ ,:::r '...- f !.:-- .. , .... ~~ 
Yang dunaksud deng3Jl "men.uabunglCantt adalah 
penyahlart"'bag1aJi:b3giah- 'dirf Be~da ~le-rSCbut 

~,~11 ~--#I 

Yang dimaksud dengan ··mencampur" adal~ penyatuan 
Benda yang sepadan dengan Benda yarig-=--nienjadi 
objek Jaminan Fidusia . 
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I 

I; 
I 

Ayal (2) ' ~ f-,, 4'",l:' ; 

:.;-i '- yang dimaksud denlan ·:t"benda ,yang ·tidak.lmerUp~an 
;,~" '!LLbenda" persediUo" ; roisalnya mesin produksi, 'mobil 

I i pribadi. ' atau""> rumah t pribadi '. yang. menjadi objek 
,! Jaminari Fidusia.'J I~t 1, \. • .j. , ', ' 

Pasal 24 
'1" • • 

Pasal -25 ~-- ~ L:ti-i Co ' .~ """ 'd _·" " ' -b' -!)- f' " 
• 1 • 1.C"f - n- ~"". ' . . . ,1'"(, .. t .. -, .... " 

j d' ~,fl .. 1 , :J.~" _ 1i1t;'l'J? .l.t.~.:J ,1,,::L.·,I.. ,,0 .. . 
.,.. - ... . ~~;a.~. .. ,-.. . ...:.,. "_ ~ 

, t • Ayaf.; (l) 'l.tiw.1'$P~[.Q¢.';t~miIral1~Y ' :t:;{iPUi'>_ t • ..;,i. ::'F';" 

" , .-I,.~:.; 1J1 :Jd :;11:''( A~:d .1'(J.oll:nq iciIHl~I11~f11 J-I 1.f) jl ilj, " ! ... 

. • I i'; Sesuaj '4engJUl14if31t ~ltt~ .d8;ri .!amin~n , Fi~us~a, ,maka 
adanya Janunan Fidusi~ ,.tergan~ng;p~~a adapya piptang 
yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut 
hapus karena hapusnya utang atau karena peiepas'aN, 

;;' j ]jmafiflf.i~,~n~~"~~Wffn~!~!!J~i"~ ,; fi~usi~. 'Iyang 
,_ _j be~~alrutan melijaAl hap.us _ _-

:.:... · ·~P. ~~lt:<l1.ir:.Jli ' J;~-- ;r.·,;;, /..1 (];l,,, >,f :-~IJ"-':_ H. t~l': , 

.. "fli(I'<Oy'''~-'' ' ''''''''t..J.nc.a ~_a.'" kh~ ~ · il r1 i.::t " J~ ' , r' 1 . ,- . )' , -, an · 'QlID~uu ' u~;;ogan · 118.,U;,D.1a'U ang "ntara am 
n ,: 1 f! :~Il?lc~ft*"It~lilDUait lIad ~6hidi il!ip~st1Ya.jfutiihg:' l>erupa 

'1.- keterang~ yang dibuat , kreditor)urh n'1J. r,no3H 
............ ... .. '.' - ~ 

Ayat (2) -4.,.' 

.. _.",;":!A.-. ~'"-1 i: ~'. ~...-_ _ ;.!.., 

,-::' ~, Oalam hal Benda yang menjadi objek JaMinaifR'dusia . 
J ~! !.. :;.musnal:fc;lan Renda ~~~but diaswansikan maka klaim -

1t!.til,....ut;.. .. ~ &..jU.rl.fP .. ~.~d4.. .u· Ir.;~.kv.". ;'J~ hJ.i~PI' I ~<: .r;; - '_ 
~. asuransil"t;:;:..- menjadi.Den~~an.ti nhje~Jaminan Fidusia - ',-

JU(i ... A<.l.1J vlnmt -r.o:. h-,>~\PH",,~,,~~,.t"1.!J~"; -
tersebut. 

'. ' r;')cr rf .. l~b~ • l' _'l ' l n .. J -.I.. , 

~yat ; (3) r~1 -~~ ~ 
-J . : 8i."t ",,;. .... 

.-'Y 

Cukup jelas. ,-!J'-
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1,,- .... __ .. _" .. '....-----._ ow !l: 

Pasal 26 ; _ ~"'l 

- C~up jeIA~ . 

Pasal 27 

Ayat (1) 

Hale yang didahulukan dihitung sejak langgal pendaftaran 
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada 
Kantor Pendaftaran Fidusia. :1 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) t r :' ~.J • .. ' .... ... 

Ketentuan dalam ayal ini berhubungan dengan ketentuan 
bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas 
kebendaan bagi pelunasan utang. Oi samplng itu, 
ketentuan dalam Undang-un'dang tent~g i~pailitan 
menentukan bahwa Benda yang menjadi obje~ J~n~ 
Fidusia berada di luar kepailitan dan atau <tllruldaSi. 

Pasal 28 

Cukup jelas 

' Pasal 29 -

Cukup jelas 

Pasal 30 

; 

: 
-"-

. 
t"\ 

_.1 

Oalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda 
yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi 
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Ullal\.sanaKun. t'enerima Fidusia berhak mengambil Benda 
yang menjadi objek · Jaminan f'idusia da~ apabila per!u 
dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. ,. ,._. 

t . • 

Pasal 31 

Cukup jelas 

Pasal 32 

Cukup jelas 

Pasal 33 

Cukup julas 

Pasal 34 

Cukup jelas 

Pasal 35 
1 , ' \, 

- -: ' Cukup Jelas
.l \ . ). .,id, ' -.r 

P~aL}~~.~ _ . 

Cukup jelas 

Pasal 37 .~: 

i t;!· 

Ayat (1) 7' • 

Cukup jelas 
;.::-~ :r-

Ayat (2f 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

~~r 

t .. -! .'!T"" r 

"hl~! Ot!.", 

:-! 

/ 

"." I 

f • 

Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Ja-

34 

minun Fidusia yang lidak didaflar tidalC mempunyai 
hak yang didahulukan (preferen) baik di daJam maupun 
di luar kepailitan dan atau likuidasi. 

Pasal 38 . 

Cukup jelas 

Pasal 39 

Cukup jelas 

Pasal 40 

Cukup jelas 

Pasal 41 

Cukup jeJas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3889 
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SURAT PERJANJIAN TENTANG PENYERAHAN 
MILIK DAlAM FIDUCIA 

Pada hari ini. tanggaJ 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 

untuk diri sendiri dan sebagai 
dari dan oIeh sebab itu bertindak alas nama dan untuk kepentingan dati 

untuk diri sendiri dan sebagai 
dari dan oIeh sebab itu bertindak atas nama dan untuk kepentingan dati 

untuk diri sendiri dan sebagai 
dati dan oIeh sebab itu bertindak atas nama dan untuk kepentingan dati 

masing-masing dan/atau bersama-sama un!'Jk tindakan ini lelah mendapatkan kewenangan berdasarkan ataa dan stiSuai 
dengan sural tertanggal nemor 
dari 
selanjutnya disebut PEMBERI FIDUCIA 

dan 

dari dan oIeh sebab itu bertindak atas nama dan untuk kepentingan ••••• 

dari dan oIeh sebab itu bertindak atas nama dan untuk kepentingan ••••• 

dari dan oleh sebab itu bertlndak alas nama dan untuk kepentlngan ••••• 

masing-masing dan/atau bersama-sama unluk IInClakan .n. lelah menClapatkan kewenangan berdasarkan atas dan sesuai 

dengan sural tertanggal nomor 
dati 

selanjutnya disebut BANK 

be~anji dan mupakat lentang hal-hal sebagai bellkut : 

1. PEMBERI FIDUCIA yang bertindak sebagaJmana lerwbu! Cllalas menerangkan tef1ebih dahulu : 

bahwa dengan Sural Pengakuan Utang. Surat PerJanJ.an Kted~ yang dibuaf (dihadapan Notaris 
.dI .) (dibawah tangan.) bemomor 

.Iertangg'" • &efta akta-akta kelengkapannya, 
bertindak aras nama serta untuk kepentingan dari 

(selanjutnya d isebut PIHAK BERUTANG/PEMINJAM) teJah sah berutang kepada BANK. aejumlah uang yang 
besarnya ditentukan sesuai dengan syarat-syarat Clan surat dan akta-akta terMbut dia/as. 

bahwa Surat Peqanjian Tenlang Penyerahan M.lok Dalam Flduaa lOi (selanjutnya d isebut SURAT PERJANJIAN) 
merupakan Jam.nan bag. setoap Jumlah uar.g. yang sekarang ada maupun yang masih akan te~adi d imasa yang akan 
dalang. yang terutang oIeh PIHAK BERUTANG/PEMINJAM kepac1a BANK. 

bahwa Surat Perjanjian Tenlang Penyerahan M.I.k DaJam Flduaa .n. letap ber1aku dan harus diberlakukan. selama 
pada BANK masih tercata! adanya utarog PIHAK BERUTANG/PEMINJAM kepada BANK. utang mana cukup lerbukt. 
dengan adanya Surat Pengakuan Ulang dan/alau Surat Peqanj.aro Kred~ yang masih berlaku atau daro catatan pem
bukuan yang d.buat oIeh dan lerse(j.a pada BANK secara sM. 

2. Guna menjamin lebih jauh pembayaran kembalo seluruh alau sebag.an Utang PIHAK BERUTANGjPEMINJAM kepada 
BANK dengan sebagaJmana mesl.nya. yang I.mbul karena letaP' todak lerbatas kepada sural 

lersebut daJam butJr 1 (satu) dI alas bellkut dengaro akta-akta lamb3han dan akta-akta kelenokaoannya, balk 
utang pokok. bunga utang. prOVlSI. bea metera •. boaya asurans. dan/ atau b.aya-b.aya la.nnya. PEMBERI FIDUCIA dengan 
ini menyerahkan dan mengal.hkan kepada Bt-IIr .. yang Clengan In. pula menyatakan meneroma penyerahan dan pengalih 
an dari PEMBERI FIDUCIA segala hak dan .. ~ ;.Alnt.ngan dengan nama dan / atau atas dasar apapun juga yang pada wak
N ini telah ada dan/atau d.kemud.an har, dapat dolakukan oIeh PEMBERI FIDUCIA sebaga. pemilik dari bar.ng dan/at.u 
barang-barang dengan keterangan sebagaJ berokut : 
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(selanJutnya d,namakan Barang Jam,nan) . 

Penyerahan dan pengahhan hak oleh PEMBERI FIDUCIA kepada BANK atas barang-barang ini dilakukan secara keper
cayaan (Fiduciaire eigendoms overdrachl) unluk keperluan jaminan. 

3. PEMBERI FIDUCIAdengan ,n, menegaskan bahwa pengalihan dan pemindahan hak sebagaimana lersebut dalam butir 1 

(satu) di atas telah teqad, secara sah pada saat dltandatanganinya akta ini dan berlangsung di tempat d, mana Barang 
Jam,nan itu berada. 

Selanlutnya PEMBERI FIDUCIA menegaskan bahwa sejak saal ini Barang Jaminan tersebut berada pad a PEMBERI 

FIDUCIAsebagai kepercayaan dan BANK dan unluk hal itu dokumen-dokumen pemilikan dari Barang Jaminan tersebut di
serahkan untuk dis,mpan oleh BANK. 

PEMBER I FIDUCIAdengan ,ni Juga berjanj, menJaga dan merawat Barang Jaminan tersebut sebaik-baiknya dan sebagai
mana layaknya. 

4. Penyerahan dan pengalihan hak sebaga,man tersebut dalam butir 2(dua) di atas dilangsungkan dan diterima dengan 

memakai syarat-syarat dan peqanj,an-peqanl'an yang laz,m d,lakukan untuk suatu penyerahan dan pengalihan dengan 

cara kepercayaan (fidUCial. termasuk tetap' lIdak terbatas kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

4.1. Barang Jam,nan tersebut t,dak boleh dqual, d,pmdahtangankan dalam bentuk apapun ataupun d iberat, dengan sesua

tu hak atau beban ataupun dlfubah "fat , peruntukkannya maupun penggunaannya. 

4_2. Barang Jam,nan tersebut waJlo d,asurans,kan alas biaya PEMBERI FIDUCIA untuk set,ap kerugian dan/atau resiko 

dan dengan syarat-syarat yang d,anggap perlu oleh BANK, pada perusahaan asurans, yang d,setujul oleh BANK serta 

dengan pencantuman klausula BANK (Banker's Clause) . Apablla PEMBERI FIDUCIAlala, untuk memenuhi ketentuan 
ini, atau lalai memperpanlang asurans, tersebut, maka dengan ini BANK d,beri kuasa unluk menaasuransikan Barang 

Jam,nan lersebut dengan ketenluan dan syarat yang dianggap perlu oleh BANK, alas biaya PEMBERI FIDUCIA 

4,3. PEMBERI FIDUCIAmeng,kal dlf' untuk memel,hara Barang Jam,nan yang d,serahkan dan d,a"hkan haknya secara Fi
dUCI3. lersebut dengan seba,k ·ba,knya seoaga, seorang bapak rumah langga yang ba ,k, memperba,k, segala ke

rusakan, mengganh alat·alat yang rusak atau t,dak dapat d'paka, lag' dengan alat baru dan menlaga keselamatan dan 
keamanan Barang Jam,nan bersang~utan daro segala benluk pencuroan, keh,langan alau kerusakan parah yang 

mengak,batkan berkurangnya n,la" sedangkan segala b,aya menJad, Oeban dar, dan d,bayarkan oleh PEMBERI 
FIDUCIA 

4.4. BANK atau kuasa BANK, berhak untuk paoa set,ap saat yang layak mengadakan pemeriksaan setempat atas Barang 
Jam,nan. Dan apab, la Barang Jam,nan terseour t,Oak d 'Jaga dan dllawat dengan baik, maka dengan ini BANK diberi 

hak sepenuhnya untuk mem,ndankan letak atau mem,ndahkan lempat Barang Jam,nan tersebut ke lempat lain yang 

d,anggap baik o leh BANK dem, I.eamanan oan "eselamatan Barang Jam,nan Itu a~aupun melakukan lindakan-I,n

dakan lain yang d,anggap perlu olen BANK. segala sesuatu at as b,aya PEMBERI FIDUCIA 

4.5. Alas perm,nlaan BANK, PEMBERI FIDUCIA akan menyerahkan kepada BANK laporan bulanan lentang keadaan Ba· 

rang Jamlnan. PEMBERI FIDUClA meneroma ba,k dan SOtulu bahwa selama Jangka waktu Sural Peqanj,an ini, PEM 
BERI FIDUCIA bertanggung lawaO dan menanggung fls ,ko atas segala ' kerusakan ataupun kerugian, dalam bentuk 
apapun, yang teqad, atas Batang Jam.nan 

5. Dalam hal leqadi kelala,an sebagillmana d,tentukan dalam surat 

lersebut dalam burll 1 (satu) d, alas ber ,kur dengan akta·akta tambahan dan akta·akta kelengkapannya alaupun penagihan 

pembayaran kemba" dan Jumlah urang pokok atau s,sanva beflkur bunga utang dan b,aya·b'aya lain yang terutang oleh 

PEMINJAM kepada BANK t,dak dllunas' , maka PEMBER I FlDUClA waJib dan dengan In, mengikat dlri untuk atas 
permlntaan tertul,s penama dari BANK menyerahkan kepada BANK, dalam keadaan baik dan lengkap, sebagaimana 
keadaan pada haro In" atas b ,aya PEMBER I F' IDUC lA, Bardng Jamlnan lersebut dalam butll 2 (dua) d ,atas . Dalam hal 

PEMBER I FIDUCIA ternyata lala , menyerahkan Barang Jarr 'nan In, kepada BANK, - kelala,an mana cukup d,bukt,kan 

dengan lIwatnya waktu seh,ngga I,dak d'perlukan pernyalaan de.'1gan surat Juruslta atau surat la,n yang serupa,- maka 

dengan ,n, BANK d,ben hak sepenuhnya untuk mengambll secara paksa Barang Jaminan dari PEMBERI FIDUCIA sendiri 
atau dari orang la,n yang menguasa, Barang Jam,nan tersebur . j,ka perlu dengan bantuan alat-alat penegak hukum. 

6. PEMBERI FIDUC IA dengan ,n, menegaskan. bahwa daJam hal le 'Jadi kelalaian sebagaimana drtentukan dalam surat 

tersebut dalam but,r 1 (satu) d, atas ber.kur oengan al<1a·al<1a tambahan dan akta·akta kelengkapannya ataupun penagihan 

pembayaran kemba" dan Jumlah urang pokok atau s.sanya benkur bunga utang dan blaya-blaya la,n yang terutang kepada 

! 
I 
I 

I 
I 
I 
i 
i 

i 

\ 
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3. 

BANK tidak dilunasi, maka BANK bertlak untuk segera, tanpa pemberitahuan terung maksudnya ini, merealisir Satang 
Jaminan tersebut dalam butir 2 (dua) di atas berdasarkan ayarat-syarat yang dianggap baik oIeh BANK. Dari haU realiaasi 

Barang Jaminan teraebut, BANK bertlak untuk mengambiJ pelunaun dari eegaIa MSuatu yang tenAang oIeh PlHAK BER

UTANG/PEMINJAM kepada BANK, dM apabila aetelah hal itu masih ada kelebihan, maka BANK akan menyerahkan ke

lebihan tersebut kepada PEMBERI FIDUCIA tetapi tanpa ada kewajiban BANK untuk membayar bunga IIt&I kelebihan 

tersebut. 

Maka sekarang, PEMBERI FIDUCIA yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan, tanpa mengurangi 
ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam butir 2 (dua) dan butir 3 (!iga) di atal, dan lejauh hal ini masih 
diperlukan, dengan ini memberikan KUASA MUTLAK dengan hak lubstitusi kepada BANK yang bertindak 

sebagaiman tersebut di atas , untuk M £ NJUAL, MEMINDAHKAN HAK, MELEPASKAN HAK, ataupun MEMBUAT 

PERJANJIAN SEDEMIKIAN RUPA dengan pihak lain, mengenai Barang Jaminan tersebut di atas. 

7. Selanjutnya PEMBERI FIDUCIAmenyatakan bahwa penyerahan dan pengalihan hak sebagaimana tersebut dalam butir 2 

(dua) di atas diberikan dengan jaminan sebagai berikut : 

7.1. bahwa Barang Jaminan tersebut di at as adalah benar dan sah milik PEMBER I FIDUCIA., belum dijual, dipindah 

tangankan atau dijaminkan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga. tldak akan disrta maupun ter1ibat dalam suatu 

perkara atau sengketa; 

7.2. bahwa PEMBER I FIDUCIA t ,dak akan melakukan IIndakan apapun yang dapat merugikan kepenllngan BANK 

sehubungan dengan Barang Jam,nan tersebut; 

7.3. bahwa segala wewenang dan kuas;. ') ang d,benkan kepada BANK oleh Surat Perjanj,an ini merupakan hal yang pokok 

dan tidak dapat d ip,sahkan dari ketentuan dan aturan yang terdapat dalam Surat Perjanjian ini, karena tanpa 

wewenang dan kuasa tersebut Surat PerJanpan ,n, tidal. akan d,buat, dan sebab itu wewenang dan kuasa terse but tidak 

mung kin d,batalkan atau menlad, batal karena seoao apapun Juga selama Surat Peqanjian Inl masih ber1aku, termasuk 

tetap' tidal< terbatas kepada ketentuan yang terdapat dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Krtab Undang-Undang Hukum 

Perdala. yang b,asanya akan memOatalkan suatu kuasa 

8. Segala biaya untuk membuat Sur"t Peflanpan .n" 5erta akta ·akta tambahan dan akta-akta kelengkapannya, termasuk 
didalamnya tetapi tidal< terbatas pada b,aya Notans dan b,aya·o,aya la,n menJadi beban dan tanggung jawab PEMBERI 
FIDUCIA 

9. PEMBER I FIDUCIA atas kemauan sendiri, dengan 11'\, mengikat d", dan menyatakan kesanggupannya untuk tundu"- dan 
melaksanakan seluruh ketentuan , aturan. Ivarat, ke l31lman dan / atau keb,asaan yang berlaku pad a dan dimiliki oleh 

BANK,- baik yang telah ada pada saat drtandalanganlnya Sural Pe'lan"an ,n, ataupun yang t,mbu' atau bertaku d,kemud,an 

hari dan dinyatakan berlaku o leh BANK " ,e,auh ketentuan , aturan dan ke '31,man serta keblasaan tersebut tidal. 

bertentangan dengan ataupun meny,mpang dan ke tentuan·ketentuan dalam Peraturan Perundang·undangan Negara 
Republik IndoneSIa. 

Termasuk dldalam ketentuan·ketentuan Va r ) ')erlaku saat ,n, pada BANK dan untuk mana PEMBERI FIDUCIA me

nyatakan diri tunduk dan mengtkal dl(l , adatah 

9.1. Wewenang BANK untuk menggadalkan terUlama kepada Bank IndoneSia seluruh atau sebag,an dari p,utang 8ANK 

9.2. 

yang t,mbul berdasarkan sural tersebut dalam but" 1 
(satu) d, atas serta akta ·akta ke lengkapannya . berlkul hak ·hak lamlnannya. termasuk hak ,am.nan yang dlbenkan 

berdasarl<an surat Peqanpan ,nl. 

10. Surat Perjanjian tentang penyerahan mlilk da lam ' ,cue,a Inl d lbuat dan dltandatangan, dengan mengindahkan pula 

ketentuan-ketenluan : 

11 , Mengenai dan untuk pelaksanaan Surat POII,,;" !,an Inl. se"a segala ak ,bat ·ak ,bat vang tlmbul saat ,n, atau kelak kemudlan 

hari karenanya, BANK dan PEMBER I FIDG":IA memdlh kedudukan hukum / dom,sdl yang letap dan umum d, Kantor 

Panitera Pengad,lan Negen 
di wilayah hukum atau tempat rr.ana kantor [ lANK berada 
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4 

Sebagai bukti persetujuan atas se'1'ua ketentuan, ketetapan dan aturan a«ta syarat yang disebutkan di etas, PEMBER I 
FIOUCIAdan BANK menutup Sural Perjarljian ini di 
dengan membubuhkan tanda-tangan aerta cap perusahaan yang resmi dan bertaku aah, dengan dihadiri oWl aakIHaksi 
yang nama-namanya tercantum dibawah ini. 

PEMBERI FIOl.;CIA BANK 

6 

Sa k 5 I Sa k s i 
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SURAT KUASA UNTUK MENJUAL 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Alamat 

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku : 

beralamat di 

selanjutnya disebut PEMBERI KUASA. 

Dengan ini memberi kuasa dengan hak sub!:titusi kepada : 

selanjutnya disebut PENERIMA KUASA. 

=== ~~============ = =KHUSUS== = ===== = = = 

untuk dan at as nama PEMBERI KUASA melakukan penjualan dengan cara apapun juga dan meng· 

adakan pemindahan hak atas barang·barang berupa : 

Yang telah diserahkan selaku Jaminan atas hutang PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA yang timbul 

berda3arkan : 

dan/atau perubahannya. perpanjangan nya danJatau unt~k hutang·hutang lam dari PEMBERI KUASA 

kepada PENERIMA KUASA yang sekarang ada danJatau yang akan ada di kemudian hari. yang timbul karena 
sebab lain. 
Guna keperluan tersebut PENERIMA KUASA diberi hak untuk menetapkan/memutuskan harga. menghadap 

peJabat-pejabat yang berwenang . memintatmemberikan keterangan-keterangan. membuaVsuruh membualkan 

surat-surat . akla-akta . kwitansi sebagai tanda penerimaan yang sah serta menanda-Ianganinya. memperhilung

kan hasil penjuaian dengan hutang PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA dan/alau l indakan lainnya 

yang diperlukan agar maksud Sural Kuasa int dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Sural Kuasa ini tidak akan menjadi batal karena sebab yang ditetapkan dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata atau oleh sebab apapun juga dan tidak dapal ditarik kembali selama seluruh hutang PEMBER I 

KUASA kepada PENERIMA KUASA belum dibayar lunas. 

Demtkianlah Sural Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya un!uk dapa! dipergunakan sebagaimana meslinya. 

PEMBERI KUASA. 

LB- KRO-27 . 91- KUP 
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